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' ANAN YANG MAHA ESA

wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Idris Mamonto, S.H., M.H. Mohamad Safrin, S.H, M.H,. dan
Takbir, S.H,.Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di
KANTOR HUKUM ELEVEN yang beralamat di Jl. Malonda
Nomor; 108 Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu
Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada
Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor Nomor
920/Pdt.G/2022?PA Pal, tanggal 23 Desember 2021,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, dalam hal ini
memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Register
Nomor 014/C-1/2022, bertanggal 12 Januari, 2022, kepada
Dewi Rana Amir, S.H, M.S.i, Advokad/Pengacara pada
Kantor OBH LiBu Perempuan Organisasi Bantuan Hukum,
yang beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara No. 8F. Jalan
Dirgantara Kelurahan Biro Buli, Utara, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;
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persidangan

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu
pada tanggal 23 Desember 2021 dengan register perkara Nomor
920/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan

perempuan bernama Almarhumah pada tanggal 21 September 2012,

sesuai kutipan akta nikah nomor: 363/06/X/2012, di Kecamatan

Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan
Almarhumah Istri dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Velicia anak I,
lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu berdasarkan kutipan akta
kelahiran Nomor: 7471-LT-07052021-0009, yang saat ini berumur + 6
(enam) tahun 9 (sembilan) bulan, belum dewasa dan/atau masih
dibawah umuir;

3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, istri Penggugat

bernama Almarhumah Istri meninggal dunia karena sakit di RSUD
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deterangan  kematian  Nomor:

Almarhumah Istri) meninggal
bu mertua yang bernama ibu

anak Penggugat sekarang

Sebelum idul fitri saya mau ajak anak saya ke Kalimantan bertemu
keluarga besar saya dan selanjutnya saya beserta keluarga besar
saya bersepakat untuk membesarkan dan mengawal tumbuh
kembang anak saya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan baik
secara rohani maupun formal namun pada saat Penggugat
mendatangi Tergugat sekitaran bulan mei tahun 2021 untuk mengajak
anaknya lebaran idul fitri di Kalimantan dihalangi atau tidak diizinkan
oleh Tergugat, bahkan beberapa kali Penggugat mendatangi Tergugat
di JI. Zebra Indah Blok E No.2, dan alamat anak beliau di JI. Karanja
Lembah BTN Kelapa Gading Tergugat juga tidak ada. Sejak saat itu
sekitaran awal bulan Mei 2021 hingga saat ini Penggugat tidak
diperbolehkan Tergugat untuk bertemu atau bepergian bersama hanya
sekedar melepas kerinduan layaknya seorang ayah dengan anak;
6. Bahwa penguasaan Tergugat terhadap anak Penggugat Velicia
Zhefanya Albanjari binti Muhammad Igbal tidak berdasar, karena
Penggugatlah yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut,
sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya, oleh
karena itu Tergugat tidak berhak atas penguasaan terhadap anak
tersebut;
7. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan

Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil
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Ah, karena bagaimanapun Velicia
Igbal adalah anak kandung

atir tentang perkembangan fisik

leh Tergugat, oleh karenanya

nd asa bertanggung jawab atas

; andu
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+.. Bahtva dalarr%gku I,'sl maupun peraturan perundang-
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Q:T a4éuh anak dapat diberikan kepada

telah meninggal dunia maka dapat diberikan kepada keluarga yang
terdekat;
9. Bahwa mengingat antara Penggugat dan anak Penggugat
secara hukum lebih dekat dibandingkan dengan Tergugat, maka
mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara a quo
mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak
berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandung dari anak
tersebut;
10. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, telah cukup alasan bagi
Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, selain itu pula
Penggugat khawatir perkembangan fisik maupun pendidikan anak jika
di asuh oleh Tergugat
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penguasaan anak Penggugat oleh Tergugat adalah tidak
berdasar dan melawan hukum;
3.Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak
hadhonah/pengasuhan terhadap anak yang bernama:, 6 (enam) tahun 9

(sembilan) bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui

para kuasa hukumnya menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir
sendiri di persidangan.

Bahwa kepada pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan
Tergugat didamaikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan akan tetapi,
tidak berhasil.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil maka kepada para Kuasa
Hukum Penggugat dan Tergugat, kepadanya dijelaskan tentang prosedur
mediasi lalu kedua belah pihak menandatangani pernyataan mediasi
tersebut.

Bahwa para pihak menunjuk mediator yang telah ditetapkan .

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun
tidak berhasil karena Penggugat secara materil tidak pernah menghadiri
mediasi, meskipun sudah diperintahkan hadir melalui kuasa hukumnya
sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan tanggal 17
Januari 2022.

Bahwa sidang selanjutnya Tergugat memberikan kuasa hukum kepada
Dewi Rana Amir, S.H, M.S.I, dengan Surat Kuasa Khusus dengan Register
Nomor 014/C-1/2022, dan di persidangan kuasa hukum memperlihatkan
Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, yang telah dicocokkan

aslinya di depan persidangan.
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gas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Sebagai tanggapan atas dalil Penggugat pada poin 1 posita

gugatannya, maka Tergugat menegaskan bahwa benar Penggugat
dan anak Tergugat istri adalah pasangan suami istri yang sah yang
menikah pada tanggal 21 September 2012, sesuai kutipan Akta
Nikah Nomor : 363/06/X/2012 di Kecamatan Cimangu, Kabupaten
Pandeglan Provinsi Banten. Walaupun Pengugat ketika menikahi
anak Tergugat tidak meminta izin kepada Tergugat selaku
orangtua dan atau kepada keluarga untuk menikahi anak
Tergugat, menelpon pun tidak. Sehingga tidak ada keluarga yang
mengetahui perkawinan tersebut, hingga kemudian adik dari

almarhum mengetahui melalui facebook.

3.Bahwa benar perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak

perempuan bernama anak, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di
Palu berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7471-LT-07052021-
009. Walaupun Peggugat sempat tidak mengakui jika anak, adalah

anaknya, dan meminta untuk dilakukan tes DNA pada saat itu.

4. Bahwa benar anak Tergugat atau ibu atau lbu dari Velicia

Zhefanya Albanjari binti Muhammad Igbal telah meninggal dunia.

5. Bahwa terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga, seperti

perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana

uraian detail di bawah ini
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it, anak Tergugat kembali ke
1g juga ke Palu sekitar kurang
alu, Penggugat tinggal (tidak di

lebih sebulan lalu kembali ke

a berd a '],ée istri anak Tergugat kepada

&m / ergugat (istri Penggugat) kembali

is€labkan oleh pertengkaran, dimana

Fergugat=dicekik di lehernya. Dan setelah peristiwa
itu, anak T ergugat tidak mau lagi kembali ke Kalimantan.

c) Bahwa setelah itu sekitar 6 bula sampai 1 tahun kemudian,
Penggugat kembali lagi ke Palu, di Palu sekitar kurang
lebih  satu minggu. Dan pada saat kedatangan ini,
Penggugat cemburu kepada istrinya, lalu memukul pipi/wajah
almarhum hingga membiru. Pemukulan ini terjadi di hadapan
Tergugat. Penyebabnya adalah karena anak Tergugat (istri
Penggugat) bekerja di ekpedisi, karena anak Tergugat butuh
biaya hidup karena Penggugat tidak perna lagi mengirim uang.

d) Bahwa Pengggugat datang dan pergi, dan terkadang datang
dalam masa enam (6) bulan sekali, dan jika Penggugat
datang, tidak pernah tinggal di rumah Tergugat karena merasa
takut/tidak berani karena di rumah Tergugat juga tinggal
saudara laki-laki Almarhum.

e) Bahwa sekitar kurang lebih tahun 2014, Penggugat datang
lagi ke Palu di Palu, Penggugat sekitar kurang lebih 1
bulan dan tinggal di Homestay di jalan Zebra.

f) Bahwa pada almarhum atau anak Tergugat hamil. Setelah
hamil sekitar kurang lebih 1 bulan, Penggugat pergi lagi. Dan
Penggugat lalu datang dan pergi. Datang kembali biasanya

dalam kurun waktu 4 bulan atau 6 bulan setelahnya.
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ahg lebih 2 bulan Penggugat

tuk anak dan istrinya.

d| Kalimantan. Alasannya karena

|nya bekerja, padahal Penggugat

diketahui melalui CCTV di bandara.

j) Bahwa selama berada di Kalimantan sekitar kurang lebih 7
bulan (usia anak Velicia sekitar 1 tahun 9 bulan), pada
saat itu anak sempat dititipkan di panti asuhan. Karena
Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan juga Ibu Penggugat
sudah meniggal dunia.

k) Bahwa setelah anak Tergugat berusaha menelpon dengan
memelas agar anak dibawa kembali ke Palu karena pada
saat itu anak Velicia menangis ditelepon karena tinggal
dengan orang-orang yang tidak dikenalnya.

) Bahwa pada saat itu Penggugat minta dikirimi uang
untuk dapat mengembalikan anak Velicia ke Palu, dan
lalu ditranfer oleh anak Tergugat kepada Penggugat.

m) Bahwa pada saat mengantar anak Velicia ke Palu,
Penggugat tinggal bersama-sama di rumah Tergugat. Sekitar
kurang lebih sebulan lalu Penggugat kembali karena akan
bekerja di Kendari.

n) Bahwa setelah itu sudah sangat jarang menghubungi anak
Tergugat, juga tidak mengirimkan uang untuk anaknya.

0) Bahwa terdapat dugaan ada perempuan lain di Kendari, hal

ini karena jika anak Tergugat menelpon, sering menangis dan
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) di telpon dan juga di
sama  dugaan selingkuhan

anak Tergugat jatuh sakit.

Penggugat. Teror dilakukan

misal” kamu tidak lagi

menengok. anak Tergugat sakit kurang lebih selama 1 (satu)
tahun lamanya.

g) Bahwa Penggugat juga tidak sama sekali mengirim biaya
berobat untuk anak Tergugat atau ibu istri (Alm).

r) Bahwa Penggugat baru datang pada saat Istri meninggal
dan jenazah telah dimandikan dan pada saat itu,
Penggugat mengatakan bahwa tidak akan mengambil
anak Velicia dan akan membiarkan Velicia dirawat oleh
Tergugat.

s) Bahwa pada saat tinggal di rumah Tergugat sepeninggal istri,
Penggugat sempat mencuri HP dari anak Tergugat,
Karena di dalam HP itu terdapat beberapa chatt (perbicaraan)
berkaitan dengan dugaan perselingkuhan Penggugat, dimana
diduga selingkuhan Penggugat sempat hamil di Kendari.

6. Bahwa dalam keterangan pada poin 4 posita gugatan Penggugat,
yang sebenarnya adalah anak anak sejak masih dalam
kandungan hingga dilahirkan sudah tinggal dan dirawat oleh
Tergugat. Tergugat telah mengurus anak anak hingga saat ini,
dan pada kenyataanya Penggugat sangat jarang mengirim biaya

untuk perawatan untuk tumbuh kembang anak sebagaimana
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5 posita gugatan Penggugat,

Tergugat atau keluarga

bel&mu de,wan- akpya, akan tetapi Tergugat dan

-
la
n

h men I
AR padh

Bahwa dalam keterangan pada poin 6 posita gugatan

gn karakter Penggugat. Dimana

t @
ktj uarga dari pengugat tidak dapat

saat itu hanya di titip di panti asuhan

Penggugat, Pengugat mengatakan sebagai ayah kandung dari
anak namun anehnya, tindakan dan prilaku Penggugat tidak
mencerminkan sebagai mana layaknya seorang ayah atau orang
tua yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anaknya.

Bahwa dalam keterangan pada poin 7 posita gugatan
Penggugat, yang ingin bertanggung jawab selaku ayah kandung.
Seandainya saja Tergugat maupun keluarga melihat sejak awal
antara Penggugat memiliki kemampuan dan niat tulus dan iklas
untuk merawat anak maka Tergugat dan keluarga tidak
dimintapun akan dengan sangat berbahagia menyerahkan

pengasuhan dilakukan oleh Penggugat.

10. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada yang masih hidup. Yang

harus diingat adalah prinsip perlindungan anak, dimana
KEPENTINGAN TERBAIK ANAK menjadi roh dari aturan
perundang-undangan ini. Orang tua secara biologis mungkin iya,
namun orang tua dalam konteks memiliki kemampuan memberikan
pengasuhan, memastikan tumbuh kembang anak-anak, memiliki
KELEKATAN SEBAGAI SYARAT PENGASUHAN DAN TUMBUH
KEMBANG adalah syarat yang TIDAK DAPAT DISEPELEKAN.

Dan catatan uraian perjalanan perkawian diatas, Tergugat
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hingga saat ini (kurang lebih

Penggugat, namun tiba- tiba

mohon kepada Ketua

2. Menetapkan pengasuhan anak anakl, umur 6 tahun 9 bulan, lahir
pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu pada Tergugat selaku nenek
yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.

3.Menghukum Penggugat untuk membiayai anak hingga
berusia 18 tahun.

4 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang

berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et
Bono).

Bahwa Penggugat melaui kuasa hukunya dan Tergugat melalui kuasa
hukumnya, berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019, tentang persidangan
secara eletigasi, Jo. KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, tentang petunjuk
persidangan secara elektronik menetapkan jadwal sebagaimana telah
disepakati kedua belah pihak, dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam
berita acara sidang.

Bahwa Penggugat dalam Replik dan jawaban rekonvensinya
sebagai berikut;

1. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mencermati Jawaban dalam pokok perkara yang

diajukan oleh Tergugat tanggal 20 Januari 2022, Penggugat tetap
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menolak dengan alasan belum tepat dikarenakan alm. lIstri telah

memeluk Agama Islam dan pernikahan telah dilangsungkan secara
syariat Islam;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 yang menyatakan
“Penggugat sempat tidak mengakui dan meminta tes DNA pada
saat itu” adalah tidak benar, faktanya Penggugat dan Tergugat
mengakui bahwa Velicia Zhefanya Albanjari Binti Muhammad Igbal
adalah anaknya Penggugat bahkan wajah anak sangat mirip
dengan Penggugat (ayahnya);
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 yang menyatakan
“terdapat DUGAAN kekerasan dalam rumah tangga, seperti
perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat” adalah tidak
benar, lagi pula almarhumah telah meninggal dunia sehingga
semua tuduhan yang dilontarkan kepada Penggugat hanyalah
sebatas asumsi belaka dan telah gugur dengan sendirinya, namun
Penggugat perlu menjawab dan menjelaskan setiap tuduhan yang
dituduhkan kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar 6 (enam) bulan perkawinan Istri

Penggugat datang ke Palu, yang benarnya adalah setelah 4

(empat) bulan pernikahan Istri Penggugat kembali ke Kota

Palu, saat itu Penggugat masih menyelesaikan pekerjaan di
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1 S:? tu)

lesaikan ]
ke, B gal
S ebé%ﬁ%’%duh aF

_,,,.-"" leh Tergugat dalam angka 5 huruf b
dak benar pula Penggugat tidak mengirimkan

biaya hidup kepada Istri Penggugat, yang benar adalah
Penggugat sebagai suami senantiasa mengirimkan uang
kepada Istri Penggugat untuk uang mingguan dan tambahan
uang bulanan;

(o Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h. Penggugat
menanggapinya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Penggugat merasa takut/tidak berani
karena di rumah Tergugat ada juga tinggal saudara laki-laki
almarhumah, Penggugat saat itu tidak tinggal dengan alasan
rumah Tergugat hanya memiliki 1 (satu) kamar sehingga
Penggugat ketika datang ke Palu menginap di Penginapan
bersama almarhumah Istri Penggugat, hal tersebut adalah
wajar bagi suami Istri ketika sudah menikah tidak harus tinggal
di rumah Tergugat;

- Bahwa tidak benar Penggugat datang setiap 6 (enam)
bulan sekali, Penggugat biasanya bertemu Istri Penggugat 1
(satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan sekali karena
mencari nafkah untuk biaya kehidupan Penggugat dan Istri

Penggugat, sekitaran bulan Juli Tahun 2013 dan tahun 2014
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jgugat datang 6 (enam) bulan

ejah keadaan hamil, yang benar

telinga anak Penggugat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa tidak benar Penggugat sekitar 2 (dua) bulan tidak
mengirimkan biaya hidup untuk anak dan istrinya itu adalah
FITNAH karena faktanya Penggugat senantiasa mengirimkan
uang atau biaya untuk Istri dan anak Penggugat;
d. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 huruf i
dan huruf j,- Penggugat telah mengajak Istrinya untuk hidup
bersama di Batulicin sekaligus membawa anaknya bernama
Velicia Zhefanya Albanjari binti Muhammad Igbal saat itu
berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan alasan agar Istri
Penggugat hidup bersama dengan Penggugat dan Istri
Penggugat sebagaimana layaknya suami istri,.Namun
sangatlah tidak benar Penggugat menitipkan anak Penggugat
ke Panti Asuhan karena kurang lebih 8 (delapan) bulan Velicia
Zhefanya Albanjari binti Muhammad Igbal telah dirawat oleh
Penggugat, Orangtua Penggugat dan keluarga besar
Penggugat yang notabenennya agamis penuh kasih sayang
sesuai ajaran Islam Ahlussunah Wal Jamaah;-

Justru hal ini menguatkan bahwasanya Penggugat sebagai

ayah kandung dari anak yang bernama telah merawat
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dirawat langsung oleh

gugat, ol keluarga besar Penggugat,

Penggugat, orangtua dan keluarga besar Penggugat sehingga
sangat tidak masuk akal yang disampaikan oleh Tergugat;

- Bahwa tidak benar Penggugat meminta dikirimkan uang
untuk dapat mengembalikan anak Velicia ke Palu, yang benar
adalah Penggugat datang ke Palu pada bulan Desember
tahun 2016 setelah Hari Natal dengan biaya sendiri.
Penggugat datang ke Palu karena Istri Penggugat telah
meminta maaf kepada Penggugat jika selama ini belum
menjadi Istri yang baik dan tidak mengurus Penggugat
(Penggugat saat itu sakit) dan anaknya. selain itu, Istri
Penggugat menyampaikan akan merawat suaminya
(Penggugat) dan anaknya karena mama (Ibu mertua/orangtua
kandung Penggugat) telah meninggal dunia;

- Bahwa tidak benar, Penggugat jarang menghubungi Istri
Penggugat apalagi tuduhan yang mengatakan bahwa
Penggugat tidak mengirimkan uang untuk anaknya TIDAK
BERDASAR, karena faktanya Penggugat senantiasa
berkomunikasi dan mengirimkan uang kepada Istri Penggugat
dan anaknya Penggugat. Saat itu Penggugat bekerja di
Perusahaan Industry Pertambangan Nikel tujuannya mencari

nafkah untuk membiayai Istri dan anak Penggugat;
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pahkan Penggugat dan Istri

hurEp p da Y enyjatakan Penggugat tidak pernah
er%)_r_l atauqu / enengok Istri Penggugat serta
Mﬂﬂc Nis @pada Istri Penggugat, hal tersebut
shgQugat dan selalu memberikan semangat,
dukungan moral, dan mengirimkan wuang semampunya
Penggugat. Saat itu Penggugat terus berusaha mencari nafkah
atau uang dengan niat agar Istri Penggugat bisa dibawa berobat
ke Makassar namun Allah SWT berkehendak lain;
h. Bahwa terhadap dalil-dalih Tergugat pada angka 5 huruf
r yang menyatakan Penggugat tidak akan mengambil anak
Velicia dan akan membiarkan Velicia dirawat oleh Tergugat
adalah tidaklah benar, Penggugat tidak pernah menyampaikan
hal demikian, yang benar adalah sebagaimana dalam Gugatan
Penggugat pada angka 5,”
- “Bahwa sekitaran bulan April tahun 2021, sebelum
Penggugat ke Kabupaten Morowali karena ada pekerjaan
(Penggugat sebagai Direktur Operasional di PT. Airlangga Jaya
Sejahtera alamat Kota Kendari), Penggugat menyampaikan
secara lisan kepada Tergugat,;-"Sebelum idul fitri saya mau
ajak anak saya ke Kalimantan bertemu keluarga besar saya
dan selanjutnya saya beserta keluarga besar saya bersepakat
untuk membesarkan dan mengawal tumbuh kembang anak

saya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan baik secara rohani

maupun formal”;
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dengan Penggugat
aaffmeminta maaf kepada

et #h Penggugat sayang sama Istri

Pengqligat- nenjalvab sangat sayang dan telah

P(?_ guga
x e%a;;:;rlsg e fj sekitar jam 10 Wita Tergugat
gt Epﬂg menyampaikan Istri Penggugat

da saat itu Penggugat langsung bertolak

sedan

rowali, pukul 23.55 Wita Prenli (Ipar
Penggugat) mengabari Istri Penggugat telah meninggal dunia
(Penggugat sedang dalam perjalanan Kebun Kopi-Taweli)
kemudian Penggugat tiba di rumah sakit dan mengurus segala
keperluan serta melihat jenazah almarhumah sementara
dimandikan. Penggugat mengikuti semua rangkaian duka
sampai almarhumah dimakamkan.
i. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf s
yang menyatakan Penggugat mencuri hp Istri Penggugat
bagaimana mungkin Penggugat adalah Suaminya mencuri hp
istrinya sendiri hal tersebut tuduhan yang tidak berdasar,
Dugaan perselingkuhan dan menghamili wanita lain adalah tidak
benar hal tersebut adalah fithah berdasar asumsi dan mengada-
ada.
5. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 6 yang
menyatakan Tergugat telah merawat sejak dalam kandungan
hingga dilahirkan sudah tinggal dan dirawat oleh Tergugat dan
menyatakan sangat jarang mengirimkan biaya serta memarahi
Tergugat adalah tidak benar, faktanya Penggugat merawat
anaknya bernama | kurang lebih 8 (delapan) bulan anak telah
dirawat oleh Penggugat, Orangtua Penggugat dan keluarga besar

Penggugat yang notabenennya agamis penuh kasih sayang sesuai
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ng Republik Indonesia

amaahpernah dan senantiasa
embang anak Penggugat;
h Tergugat pada angka 7 yang
dan keluarga Penggugat tidak
fdan dititip di Panti Asuhan
karena faktanya Penggugat dan
dt peduli dan sayang serta mampu
. Penggugat dan Keluarga besar
benar menitipkan anak Penggugat di
fErearu sebagalmana tuduhan Tergugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 patut untuk
dikesampingkan dan ditolak karena hanya sebatas asumsi dan
prasangka buruk belaka karena faktanya Penggugat adalah ayah
atau orangtua yang mengayomi dan bertanggungjawab kepada
anaknya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai
bentuk mengayomi dan bertanggungjawab sebagai ayah agar
kiranya anaknya Penggugat bisa mengenyam pendidikan di
Pondok Pesantren Islam Ahlusunnah Wal Jamaah dan mendapat
bimbingan pendidikan secara Islam;
8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 9, Penggugat
dengan senang hati dan sangat berbahagia jika Tergugat
menyerahkan pengasuhan kepada Penggugat dan Keluarga Besar
Tergugat secara tulus dan ikhlas karena memang faktanya
Penggugat dan Keluarga Besar Penggugat sangat tulus dan ikhlas
merawat, menjaga dan mendidik anak Penggugat;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 yang menyatakan
“BAHWA HAK ASUH ANAK DIBERIKAN KEPADA YANG MASIH
HIDUP” yang harus diperhatikan adalah prinsip perlindungan anak,
tanggapan Penggugat sebagai berikut;

9.1. Bahwa segala tuduhan yang telah disampaikan oleh

Tergugat kepada Penggugat agar melihat catatan uraian
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berhaJEfunt im
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9.2. Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
dikenal istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk
mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang
dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 1
angka 11 UU Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud
dengan orang tua menurut UU ini adalah ayah dan/atau ibu
kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu
angkat (Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak). Sekaitan
dengan penjelasan diatas, selama orang tuanya masih hidup,
yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si
anak. Karena alm. Istri (Istri Penggugat) telah meninggal dunia.
Dengan demikian, yang berhak membesarkan dan mengasuh
anak yang bernama tersebut adalah Penggugat (ayahnya).
dipertegas dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak yang bebunyi:

Q) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang

tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya
sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak
dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak

dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak
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sesuai dengan ketentuan

lngan yang berlaku.

I sebagaiana disebut dalam Pasal 26
gndungan k yang berbunyi:
Orangjua bﬁe a

oS
--Fd-.

Be—=—=mEhtiibuhkembangkan anak sesuai dengan

iban dan bertanggung jawab

Iihara, mendidik, dan melindungi

kemampuan, bakat, dan minatnya;

9.3. Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur
dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal
terjadinya perceraian yang menyebutkan “Pemeliharaan anak
yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya”. Oleh karena ibu dari anak Velicia Zhefanya
Albanjari binti Muhammad Igbal telah meninggal dunia, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam menjelaskan bahwa apabila putusnya perkawinan karena
perceraian yang berhak mengasuh anak adalah: “ Anak yang
belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,
kecuali bila ibu-nya meninggal dunia Apabila ibunya telah
meninggal dunia, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal
156 huruf (a) angka 2 yang berhak memelihara anak adalah
ayah.

Selain itu, Penggugat mengutip perkataan Syaikh lbnu
Qasim al-Ghazi (Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Qasim asy-
Syafi'i, Fathul Qaribul Mujib, [Surabaya, Maktabah
Muhammad Ibn Ahmad] , halaman 234).

Menjelaskan 7 syarat hak asuh anak dalam hukum Islam

sebagai berikut:
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putuse

suh  anak, baik gilanya terus-
HNg saja. Namun jika gilanya
Hari dalam setahun, maka hak

4, Punya sifat ‘iffah atau bisa menjaga kehormatan
dirinya;
5. Dapat dipercaya. Karenanya anak tidak boleh

diasuh oleh wanita fasik.

6. Mempunyai tempat tinggal yang tetap;
7. Belum menikah lagi dengan lelaki yang tidak
mempunyai hubungan mahram dengan anak.

9. Mengenai mendengarkan suara anak itu sendiri yang baru
berumur + 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, belum dewasa
dan/atau masih dibawah umur 12 tahun pada rentang usia yang
disebutkan tersebut, anak belum mampu membedakan dan
memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya
kecuali anak sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas
menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibu atau
ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua
orang tua yang akan mengasuhnya ini, juga tertuang dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Sehingga sangatlah tidak
beralasan hukum dalil Tergugat pada angka 10, sehingga patut
untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai seorang ayah

kandung pastinya akan memperjuangkan kepentingan terbaik
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i segi ekonomi, kesehatan,

kepentingan anak kandung

dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang
dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas,
segala tuduhan yang dituduhkan oleh Tergugat kepada
Penggugat hanyalah sebatas asumsi dan fitnah belaka. Oleh
karenanya Gugatan a quo patut dikabulkan untuk seluruhnya.

I. DALAM REKONVENSI
1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Dalam Konvensi dianggap
digunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari Dalam Rekonvensi terkecuali yang secara tegas tidak diakui oleh
Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa setelah mencermati Gugatan Rekonvensi yang diajukan
oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya/Petitum pada angka 2
dan angka 3 yang menerangkan sebagai berikut:
- Menetapkan pengasuhan anak, umur 6 tahun 9 bulan, lahir
pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu pada Tergugat selaku nenek
yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.
- Menghukum Penggugat untuk membiayai anak hingga dewasa
atau berumur 18 tahun.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas Penggugat

Rekonvensi sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 dalam

Hal. 22 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Direl

putuse

ng Republik Indonesia

gn yang dituduhkan kepada
dan fitnah belaka, dan
eraturan perundang-undangan

epada orang tua yang masih

sudah menjadi kewajiban
i @yah kandung. Selain itu juga
Merawat, menjaga, mendidik,

i, dan menumbuhkembangkan

serta minatnya, menjamin kesehatan, pendidikan anak untuk

kepentingan terbaik bagi anak Tergugat;

4, Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Gugatan

Rekonvensi selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi memohon dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berukut:

l. DALAM KONVENSI
- MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
- MENETAPKAN BIAYA PERKARA MENURUT KETENTUAN HUKUM
YANG BERLAKU,
Il DALAM REKONVENSI
MENOLAK GUGATAN REKONVENSI UNTUK SELURUHNYA
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono

Duplik dalam Konvensi/Replik dalam Rekonvensi yang disampaikan
secara tertulis sebagai berikut:
A. DUPLIK DALAM KONVENSI
1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara,
Tergugat/Penggugat rekonvensi lebih awal ingin menegaskan bahwa

Tergugat/Penggugat rekonvensi tetap berpegang pada seluruh dalil-dalil
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¥an/Gugatan Rekonvensi dan
Memukakan Penggugat dalam

diakui kebenarannya oleh

pada angka 9 atau 9.1,

masa dalam ikatan pernikahan

ikut terkubur dengan meninggalnya

perkara perdata adalah “siapa yang mendalilikan maka dia yang
membuktikan” atau “actori incumbit probatio, actori onus probandi”.
Sehingga jika Tergugat, mendalilkan hal tersebut dalam jawaban, itu
bermakna bahwa Tergugat, punya bukti yang kuat untuk membuktikan
semua dalil-dalil tersebut. Dan bukan kewenangan Penggugat untuk
menyatakan apakah dalil-dalil itu salah atau benar ? Biarlah nanti
semua itu akan dibuktikan dalam sesi pembuktian dan menjadi
kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menentukan, mana
dalil-dalil yang bisa dibuktikan dan mana yang omong kosong belaka;

3. Bahwa persoalan hak asuh atas anak telah melalui proses mediasi
sekitar kurang lebih 2 (dua) kali, di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak
Integratif (PKSAI), Kota Palu yang menghadirkan semua OPD
(organisasi perangkat daerah) terkait untuk duduk bersama mencari
jalan keluar terbaik atas persoalan ini, dengan mempertimbangkan
kepentingan terbaik anak sesuai dengan asas perlindungan anak,
bukan kepentingan terbaik orang tua yang tidak mampu membangun
kelekatan kasih sayang dengan anak. Bahwa atas hal ini, Pekerja
Sosial (peksos) memberikan catatan dan rekomendasi untuk benar-
benar mempertimbangkan kepetingan terbaik anak;

4. Bahwa untuk melihat kondisi psikososial anak, maka melalui Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
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yrovinsi Sulawesi Tengah (Unit
dan Anak Provinsi
yang memiliki lisensi dan

PPA untuk melakukan

5. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada poin (9.4.) secara tegas
menyatakan untuk menyepelekan untuk “mendengarkan pendapat
anak”. Dengan segala kerendahan hati, tanpa bermaksud menggurui,
ijinkan Tergugat/Penggugat rekonvensi untuk mengingatkan bahwa
Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of the
Child) adalah salah satu dari 4 (empat) prinsip dasar dalam konvensi
hak anak, yang telah diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia
melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sejak tanggal
5 September 1990
Adapun 3 (tiga) prinsip dasar yang lain adalah
1) Prinsip Non~Diskriminasi (Non Discrimination),

(2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of the Child)
dan (3)Prinsip Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (Survival
and Development).

Jadi adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar secara hukum jika
Penggugat/Tergugat rekonvensi menganjurkan untuk menyepelekan
pendapat anak. Benar bahwa anak yang belum muwayyis harus diasuh
oleh orang tua. Tapi orang tua seperti apa ? Tentu orang tua yang
benar- benar bertanggungjawab dan mencintai dan menyayangi anak.
Bukan orang tua, yang hanya bermodalkan hubungan biologis, tapi

justru berpotensi menelantarkan anak.
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nb WDa ifah semua hal-hal yang penting untuk

g ani Akan berujung pada RESILIENSI
2t
atang-matangnya. Hal-hal ini sagat
penting untuk menghindari kegagalan pengasuhan.

B. Dalam Rekonvensi
1.Bahwa semua dalil-dalil yang telah dituangkan dalam jawaban

Tergugat/Penggugat rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan
dengan Duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi ini.

2.Bahwa semua hal yang dituangkan dalam petitum Tergugat/Penggugat
Rekonvensi bukanlah asumsi apalagi fithah. Namun karena semata-
mata karena berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi masa

depan dan tumbuh kembang anak atau cucu tergugat/Penggugat
rekonvensi.

Bahkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak
meminta konpensasi apapun atas biaya perawatan terhadap cucu
Tergugat/Penggugat rekonvensi yang selama kurang lebih 10 bulan
tidak pernah dibiayai oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi. Karena
semua itu dilakukan dengan ikhlas dan atas dasar cinta dan kasih
sayang Tergugat kepada Anak Velicia Zhefanya Albanjari binti
Muhammad Igbal, yang memang adalah cucu kandung dari Penggugat
Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Palu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
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2015 di Palu pada Tergugat/Penggugat rekonvensi selaku nenek
yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membiayai
anak Velicia Zhefanya Albanjari Binti Muhammad Igbal hingga
dewasa atau berumur 18 tahun dengan memberikan biaya hidup
sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono).

DUPLIK DALAM REKONVENSI.

Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tetap pada dalil-dalil yang
sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban Rekonvensi serta
menolak seluruh dalil-dalil Replik Rekonvensi dalam perkara a quo yang
telah diajukan Penggugat REKONVENSI kecuali terhadap hal-hal yang
diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

I. DALAM DALAM REKONVENSI

Bahwa setelah mencermati Replik dalam Rekonvensi yang diajukan
oleh Penggugat Rekonvensi tanggal 26 Januari 2022, maka Tergugat
REKONVENSI akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :
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ensi itu adalah akibat perlakuan Penggugat
Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang tidak
memperbolehkan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk
bertemu dengan anaknya sendiri, padahal selama ini Tergugat
Rekonvensi senantiasa mengirimkan biaya untuk Penggugat
Rekonvensi bersama anak Tergugat Rekonvensi, bagaimana sakitnya
seorang ayah kandung yang senantiasa mencari nafkah semata-mata
untuk anak kandungnya kemudian dihalang-halangi untuk bertemu
ayahnya sendiri maka lahirlah gugatan ini sebagai upaya Tergugat
Rekonvensi memperjuangkan hak asuh anak agar Tergugat
Rekonvensi dan keluarga besar Tergugat Rekonvensi merawat,
menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya
dan kemampuan, bakat, serta minatnya, menjamin kesehatan,
pendidikan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak Tergugat
Rekonvensi;

4. Bahwa pada Petitum angka 3 mengenai gugatan Rekonvensi
pada tanggal 20 Januari 2022 yang menyatakan “menghukum
Penggugat Untuk Membiayai Anak Velicia Zhevanya Albanjari Binti
Muhammad lkbal Hingga Dewasa atau Berumur 18 Tahun”

a. (karena tidak memuat biaya dalam petitumnya maka
Rekonvesi dianggap kabur/tidak jelas)
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ajlb mengajukan gugatan melawan
bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat
maupun dengan lisan.

ii. Menurut Yahya Harahap, waktu untuk
mengajukan gugatan rekonvensi syaratnya adalah
imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan “wajib
diajukan bersama-sama dengan jawaban.” Oleh
karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonvensi
bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi
syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak
sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Sebagaimana diatur dalam Putusan MA No.
346K/Sip/1975. Menjelaskan bahwa  gugatan
rekonvensi baru diajukan tergugat pada jawaban
tertulis kedua, oleh karena itu gugatan rekonvensi
tersebut adalah terlambat. Menurut putusan tersebut
gugatan rekonvensi seperti itu dianggap melampaui
batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat

formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas

Replik Rekonvensi selain dan selebihnya;
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1. Fotokopi Buku Nikah Nomor An. lkbal dan Mieke Andiriani yang

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kota
Pandeglan Propinsi Banten, tanggal 11 Oktober 2012, telah dicocokkan
aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu Ketua Majelis memberikan
kode P1.
2.  Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471040707170005, An. Muhamm
Igbal, kepala keluarga dan anggota keluarga Velicia Sefanya Albaniari,
beralamat di JI. Malaka Komp. Citra land Blok G 01/10, Anduonohu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tertanggal 19 Mei tahun 2021,
dikeluarkan oleh PLT, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota Kendari Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan aslinya,
bermeterai cukup, bercap pos, lalu Ketua Majelis memberikan kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Velicia Zhefanya AlBanjari
Nomor 4398/RMSC/RSIA/-NP/III/2015, tanggal 10 Maret 2015,
dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Direktur RSU Nasana Pura, telah
dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis
memberikan kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7471-LT-07052021-0009.
AlBaiari, anak ke satu dari dari ayah Muhammad Igbal dan ibu,

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, Pada tanggal 25
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eterai cukup, bercap pos, lalu

nad Igbal, yang menerangkan

iran dan Kartu Keluarga, yang

ukup, bercap pos, lalu ketua

arhum, NIK 3601024709850001,
Banten beralamat di Desa/Kel.
Rancapinang=Regame | manggu, agama islam, berlaku hingga 2017,
dikeluarkan 04-10-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Banten . telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup,
bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P6

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. meninggal karena sakit,
pada tanggal 16 Desember 2020, Jam 23.50 Wita di RSUD Undata Palu,
dan meninggal dalam keadaan beragama Kristen, beralamatkan di Jin
Zebra 1A, No. Palu dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, tanggal 17
Desember 2020, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap
pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P7.

8. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 463.3/025/PSAA, Panti Social
Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulya, menerangkan Velicia Zefanya
Albanjari, tidak pernah dititip pada panti asuhan di tahun 2016,
dikeluarkan kepala Panti Asuhan tertanggal 15 Januari 2022, telah
dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis
memberikan kode P8.

9. Fotokopi Brosur Prosedur penerimaan Balai Rehabilitasi Sosial
penyandang cacat disabilitas mental Budi Luhur Banjar Baru, Kalimantan
Selatan, yang menerangkan syarat usia untuk masuk di Panti asuhan
tersebut adalah usia 15 tahun, telah dicocokkan aslinya, bermeterai

cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P9.
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siah (bertulis tangan), bahwa
abariah almarhumabh, dan adek
SEL, tertanggal 15 Januari 2022,

teral cukup, bercap pos, lalu ketua

Majelis m

12, Fotokopi screenshoot, lembaran pertama, memuat chating
tentang pengiriman uang kepada anak Cia tanggal 30 Juli 2020, yang
terkirim Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), telah dicocokkan aslinya,
bermeterai cukup, bercap pos,(lembaran selebinya tidak dimeterai, tidak
dicap pos), lalu ketua Majelis memberikan kode P12 .

13. Fotokopi Rekening tahapan Nomor 7910737818. An.
Muhammad Ikbal, periode Agustus 2017, tidak bercap stempel dan tidak
ditandatangani oleh Supervisor Cs, BCA , namun telah dicocokkan
aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, ( lembaran selebihnya
September- Desember 2017, Januari s/d Desember 2018, Januari s/d
November 2019, dan September s/d. November 2020 tidak bermeterai
cukup tidak bercap pos, tidak bercap stempel dan tidak ditandatangani
oleh Supervisor Cs, BCA), lalu ketua Majelis memberikan kode P13.

14. Fotokopi satu bundle foto Screenshoot Penggugat bersama
anak Velicia Zhefanya sejak anak tersebut masih bayi hingga anak
tersebut besar dan foto Penggugat mencium istrinya dalam peti
mayat( lembaran pertama bermeterai cukup bercap pos, selebihnya tidak
bermeterai dan bercap pos), telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup,

bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P14.
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video Penggugat dan anaknya,

papa saat masih hidup Mieke

plllir pendaftaran TK  Aisyiyah,
igyiyah Kecamatan Pulau Laut
pendaftaran TK untuk Velicia oleh
dicocokkan aslinya, bermeterai
emberikan kode P16.

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan istreinya bernama Mieke, karena
saksi saudara kandung dengan Penggugat.

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan istri Penggugat, hamun
tahu karena informasi dari Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Mieke mempunyai seorang anak bernama
Cia.

- Bahwa anak cia sekarang tinggal bersama mertua Penggugat
bernama Verosina.

- Bahwa saksi tahu nama Tergugan bernama Verosina dari ceritanya
Penggugat.

- Bahwa saksi tahu istri Penggugat bernama Mieke (Almarhumah) yang
meninggal sekitar Desember tahun 2020, karena sakit, di Kota Palu.
- Bahwa sepeninggalnya istri Penggugat, anak yang bernama Velicia
dipelihara oleh mertuanya (ibu dari Mieke).

- Bahwa selama anak Cia, dipelihara Tergugat, Penggugat sudah
pernah mau ambil anaknya sekitar Mei 2021, tapi katanya tidak
diberikan oleh mertuanya.

- Bahwa menurut saksi, Tergugat tidak memberikan anaknya kepada
Penggugat, katanya Tergugat takut jika Penggugat menelantarkan anak
tersebut.
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Kalimadxan paersebut 1 tahun 2 bulan. Dan tinggal

di rumah orfaRg=tg=RPeAggugat, namun istri Penggugat tidak ikut ke

jWgat pernah membawa anaknya ke

Kalimantan dan tinggal dikalimantan sekitar 8-9 bulan baru kembali ke
Palu dibawa oleh Penggugat, dan Mieke tidak ikut.
- Bahwa setahu saksi saat anak Cia tinggal di Kalimantan, saksi sering
berkunjung ke rumah orang tua dan melihat anak tersebut baik-baik
saja dalam pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat serta
saudara perempuan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Mieke
dilaksanakan secara Islam di Banten karena pernah melihat buku
nikahnya.
- Bahwa saat lahir anak Velicia saksi tidak tahu Mieke apakah
beragama islam atau sudah tidak.
- Bahwa mamak Penggugat sudah meninggal, dan sudah meninggal
juga saudara perempuan Penggugat yang pernah memelihara anak
tersebut saat di Kalimantan.
- Bahwa setahu saksi Penggugat hendak mengambil anaknya
namun dihalangi Tergugat.
- Bahwa maksud Penggugat untuk membawa ke Kalimantan dengan
keluarga besar dan disekolahkan di Kalimantan.
- Bahwa setahu saksi jika Penggugat mengambil alih pengasuhan anak
Velicia, maka Penggugat sendiri yang akan mengasuhnya meskipun

bekerja secara berpindah-pindah.
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Disclaimer

Mieke (istri Penggugat), anak tersebut tinggal bersama-sama Penggugat

dan Tergugat di Kota Palu.

Saksi kedua, dari Kota Baru Kal Sel. di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat, karena sepupu satu kali dengan
Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Almarhumah Mieke adalah suami istri
dikaruniai seorang anak perempuan.

- Bahwa saksi tahu istri Penggugat bernama Mieke karena diberitahu
Penggugat,

- Bahwa saksi tahu jika anaknya dibawa ke Kalimantan tinggal di
rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa saksi tahu anaknya bernama Cia, karena waktu dibawa
Penggugat ke Kalimantan anak tersebut berusia 1 tahun 2 bulan ;

- Bahwa anak tersebut tinggal di Kalimantan sekitar 6 bulan selam
disana dipelihara oleh orang tua kami dan adik perempuan yang tinggal
bersama ibu Penggugat.

- Bahwa ibu Penggugat sudah meninggal yang merawat ketika di
Kalimantan.

- Bahwa selama di Kalimantan anak dididik dengan baik.

- Bahwa anak tersebut tidak pernah dititipkan di panti asuhan.

Hal. 35 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



padahal anak masih usia 1

hnya dengan istri atau tidak.

hu Mieke, hanya tahu karena

Saksi tidak
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a séta i Mi fidah meninggal dan anaknya sekarang
dipelihar
- Bahwa saksi belum kenal Tergugat hanya diceritakan dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat ada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa sejak istri Penggugat meninggal, Tergugat yang merawat anak
Penggugat.
- Bahwa masalah belanja atau biaya anak , Penggugat sering
memberikan belanja tapi saksi tidak tahu berapa dan kapan diberikan,
karena hanya penyampaian Penggugat pada saksi.
- Bahwa Penggugat hendak mengasuh anaknya karena isterinya
sudah meninggal.
- Bahwa Penggugat pernah mau ambil anaknya tapi dihalangi oleh
Tergugat.
- Bahwa Penggugat hendak mengambil anaknya dan di bawa ke
Kalimantan bersama keluarga besar Penggugat.
- Bahwa istri Penggugat meninggal sekitar Desember 2020, sejak itu
anak Penggugat tetap bersama dengan Tergugat.
Saksi ke tiga, , (umur 17 tahun) di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat karena saksi ponaka

Penggugat.
- Bahwa tidak mengenal istri Penggugat, tidak pernah bertemu hanya

diceritakan dari Penggugat.
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pernah dibawa ke Kalimantan

gugat dan ibu Penggugat.dan

pulang Penggte€

- Bahwa Cia, dipelihara oleh mertua Penggugat.
Saksi ke empat, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kenal Penggugat sebagai suami dari Mieke, karena saksi
berteman dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jika Penggugat di kota Palu, tinggal di rumah
saksi.
- Bahwa bahwa saksi kenal istri Penggugat bernama Mieke, dan
mempunyai seorang anak sekarang berusia 6 tahun.
- Bahwa anak Penggugat bernama Cia, selama meninggal ibunya
dipelihara oleh Tergugat (ibu dari almarhumah Mieke).
- Bahwa Tergugat tinggal di Jalan Zebra dengan anak Cia.
- Bahwa selama meninggal Mieke Penggugat dua kali datang ke
Palu.
- Bahwa pertama sekitar April 2021 dan kedua sekitar Mei 2021.
- Bahwa saat Penggugat datang katanya mau ambil anaknya tetapi
Tergugat tidak memberikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak diberikan oleh
Tergugat.
- Bahwa saksi tahu jika mereka sempat saling melaporkan ke Polisi.
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hggal sekitar Desember 2020 di

datang, karena setelahnya

gat memberikan nafkah, kepada
amun tidak tahun kapan dan

jada anaknya karena saksi hanya

enanyakan kepada saksi bahwa
rga Penggugat dan Tergugat ada jarak,
lalu dijawab oleh saksi bahwa benar karena Mieke dicurigai kembali ke
agamanya.
Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak akan mengajukan lagi
alat bukti apapun juga.

Bahwa Majelis hakim memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat
untuk menghadirkan Penggugat secara materil di muka sidang, dan
memerintahkan Kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan Tergugat
dan anak Penggugat di muka sidang;

Bahwa terhadap anak:

Bahwa anak diperintahkan oleh Majelis Hakim melalui Tergugat untuk
masuk ke dalam ruang persidangan, Majelis hakim membujuk anak tersebut
lalu Penggugat dipersilahkan menyapa dan menghampiri anaknya sebanyak
tiga kali, namun anak tersebut tidak mau disapa dengan Penggugat bahkan
anak tersebut ketakutan dan menghindar dari Penggugat.

Bahwa selanjutnya majelis membujuk anak Velicia untuk cium tangan
Penggugat namun cenderung anak Velicia ikut kepada adik saudara
kandung (almarhumah).

Bahwa saat Penggugat mengulangi menghampiri anak tersebut anak

meronta-ronta tidak mau disapa oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
A. Bukti Surat;
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Diakibatkan oleh

ya itu muncul karena lemahnya

ment?}

Velicia permasalahan gangguan emosional yang menyebabkan

a informasi di otak. Akibatnya anak

n
8rperilaku terhadap sesuatu yang sudah

ia dapat berperilaku impulsive dan tidak memiliki motivasi yang
kuat., yang dikeluarkan Psikolog Klinis, ditandatangani dan
bercap stempel oleh Psikolog Klinis, | Putu Ardika Yana M. Psi.
bertanggal 31 Juli 2020, bermeterai cukup bercap pos telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode
T1.

2. Case Record, Satuan Bhakti Pekerja Sosial
Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI, Pelaksana Nama
Sakti Peksos Triyanan sari SST, NIP 42.01.72.0553 Tempat
penugasan Dinas Sosial, Kabupaten Palu, Prop Sulawesi
Tengah, Case Record a. Velicia Sefanya, yang memuat latar
belakang orang tua Klien (Velicia Sefanya), Latar belakang anak
(Velicia Sefanya), kondisi emosional klien anak, dan diagnose
Pekerja Sosial baik factor internal maupun factor eksternal klien
(Velicia Sefanya).dengan ringkasan kronologis adalah bahwa
selama Penggugat Pak lkbal dan Mieke/ almarhumah, serta
anak, tinggal di Kota Palu, Pak lkbal bekerja di luar Kota Palu
sehingga hanya sesekali waktu datang berkunjung ke kota palu
sehingga anak tinggal bersama neneknya sehingga kelekatan

Klien Velicia dengan sudah terbangun sejak klien masih kecil.
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081250947762. Yang menerangkan bahwa
i panti karena ada urusan ke Jakarta,
bermeterai cukup, bercap Pos, telah dicocokkan aslinya dan
ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi kode T4.
4, Fotokopi dokumentasi/foto PKSIA bermeterai cukup,
bercap Pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh
Ketua majelis diberi kode T5.
Saksi-saksi Tergugat;
Saksi pertama, telah menerangkan dibawa sumpahnya sebagai
berikut:
- Bahwa kenal Tergugat sebagai mertua dari Penggugat karena
saksi bertetangga dengan Tergugat.
- Bahwa kenal istri Penggugat bernama Mieke (almarhumah),
meninggal ahir tahun 2020 karena sakit.
- Bahwa setahu saksi, setelah almarhum Mieke meninggal
dunia, anaknya dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa sejak lahir anak Velicia dipelihara Tergugat karena
Mieke almarhumah tinggal bersama Tergugat di Jl. Zebra kota
Palu.
- Bahwa setahu saksi Mieke (almarhumah) tidak pernah ikut
pada Penggugat di Moorowaali, karena selalu ada di rumah
Tergugat bersama anak Velicia.
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wa P8rnah aqgk velicia dipawa Penggugat ke Kalimantan,

I_ebih 7 g;%ghag dibawa kembali Penggugat ke Kota
ggugat terhadap anaknya , saksi
3 '"‘.-u;n;lvi

- Bahwa setahu saksi Tergugat yang membiayai anak Velicia.
- Bahwa pada saat kelahiran anak velicia Mieke sudah beralih
ke agama Kristen Protestan.
- Bahwa kuasa hukum memberikan pertanyaan bahwa tentang
anak Velicia apakah sudah disekolahkan, dan saksi menerangkan
bahwa anak Velicia sudah sekolah di TK Eklesia.
- Bahwa kuasa hukum memberikan pertanyaan bahwa tentang
kondisi anak sepulang dari Kalimantan apakah anak dalam
keadaan sehat? Saksi menerangkan bahwa secara fisik sehat,
hanya secara psikis agak terganggu karena jika diajak komunikasi
kurang direspon seperti ketakutan melihat orang lain.
Saksi kedua menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi
adalah anak kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Mieke adalah suami istri
dikaruniai seorang anak bernama velicia.
- Bahhwa isteri Penggugat(istri) sudah meninggal
dunia Desember 2020 .
- Bahwa anak Velicia dipelihara oleh Tergugat,
sejak lahir hingga Mieke meninggal sampai sekarang masih

dalam pemeliharaan Tergugat.
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mem 3 ntuk dipelihara keluarga besar
L%D;%\ﬂgugat. ;

gdat anak dibawa ke Kalimantan saat
sia tanpa setahu dengan istri tinggal

awa anak Velicia ke Kalimantan kurang

lebih 7 bulan.

- Bahwa Penggugat sendiri yang pulangkan anak ke Palu

dan tinggal di rumah Tergugat bersama istri.

- Bahwa biaya pulang Penggugat dan anaknya dari
Kalimantan dikirim oleh almarhum.

- Bahwa Penggugat jika datang dari tempat kerjanya di
Morowali pulang ke rumah Tergugat besama isteri dan
anaknya.

- Bahwa kondisi anak setelah dari Kalimantan secara fisik
baik, hanya susah berinteraksi dengan orang lain, cenderung
seperti ketakutan, sekarang sudah usia 6 tahun lebih.

- Bahwa Penggugat jarang mengirim  biaya untuk
anaknya, hanya pernah melalui rekening saksi sejumlah Rp
500.000, dan Rp 700.000, sebelum Mieke meninggal
setelahnya tidak ada lagi biaya.

- Bahwa setahu saksi terahir memberikan biaya pada
awal April 2021 setelahnya tidak pernah lagi.

- Bahwa Penggugat pernah datang bawa mobil avanza
hendak mengambil anaknya, tetapi Tergugat menyatakan tidak

bisa begitu langsung tiba-tiba mengambil anakmu biar akrab
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embawa polisi dan perwakilan

namun Tergugat tidak

gugat.
&an icitidak mau didekati oleh Penggugat,
“BaAa dak mau didekati oleh

belanja pada anaknya, yang membiayai anak adalah Tergugat
bersama dengan adik kandung almarhum.

- Bahwa pertanyaan dari pengacara kepada saksi bahwa
apa upaya Tergugat setelah melihat keadaan anak yang
mempunyai keterbelakangan mental? Saksi menyatakan
bahwa Tergugat membawa ke psikolog untuk upaya
pengobatan dan konseling.

- Bahwa selanjutnya anak diajak berinteraksi dengan
teman-temannya di sekolahnya, dan saat ke sekolah masih

didampingi oleh Tergugat atau saksi sendiri.

- Pada dasarnya Gugatan Hak Asuh Anak diajukan oleh
Penggugat disebabkan Tergugat selama ini tidak
memberikan akses kepada Penggugat sekitar bulan Mei

2021 hingga sampai dengan saat diajukannya gugatan ini.

- Bahwa mengenai sengketa hak asuh anak sebenarnya telah
beberapa kali di mediasi oleh pihak berwenang namun Tergugat tetap
bersikukuh untuk tidak memberikan/mempertemukan anak kepada
Penggugat, kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat mencari
keadilan namun tak kunjung menemukan keadilan dan kepastian.
Bahkan Penggugat senantiasa di fithah atas tuduhan-tuduhan yang

sebenarnya tidak benar kadar kebenarannya. Oleh karena itu
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abkan T. yma ini tidak memberikan akses

at'seRitar 82021 hingga sampai dengan saat

Engketa hak asuh anak sebenarnya telah
beberapa kali di mediasi oleh pihak berwenang namun Tergugat tetap
bersikukuh untuk tidak memberikan/mempertemukan anak kepada
Penggugat, kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat mencari keadilan
namun tak kunjung menemukan keadilan dan kepastian. Bahkan
Penggugat senantiasa di fitnah atas tuduhan-tuduhan yang
sebenarnya  tidak benar kadar kebenarannya. Oleh karena itu
Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Palu sebagai
bentuk mencari keadilan atas anak kandung Penggugat yang dikuasai
oleh Tergugat.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

No Kod NamalJenis Alat Kegunaan Alat
e Bukti Bukti
1 P.01 | Buku Nikah Nomor | Untuk membuktikan bahwa
362/06/X/2012 yang | Penggugat dan
diterbitkan oleh KUA | Almarhuma Meike

Kecamatan Cimanggu Kota| Andriani adalah sepasang
Pandeglan Provinsi Banten. | suami istri yang diakui oleh
Negara secara Sah.
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Untuk menjelaskan
bahwa benar

Penggugat  dan anak
“anak” merupakan ayah
dan anak kandung yang
secara administrasi
kependudukan terdaftar
pada Dinas Kependudukan

Untuk menjelaskan bahwa
benar anak

“anak” lahir pada tempat
dan waktu yang
sebagaimana

NP/111/2015 yang |tercantum  dalam
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dokumen-dokumen
kependudukan

lainnya.

Untuk menjelaskan bahwa
benar anak “anak” merupakan
anak dari Pasangan Muh.
Igbal dan ibu Meike Indriani
yang lahir pada waktu dan
tempat sebagaimana tercatat

didalamniin

Untuk menjelaskan bahwa
yang benar

terdapat| nama anak Penggugat adalah
kekeliruan pengetikan| anak  sebagaimana  surat
oleh  dinas  dukcapil| keterangan kelahiran yang
mengenai nama anak| dikeluarkan oleh RS
Penggugat pada akta| Nasanapura Kota Palu pada

a.n ““Veli
t Zhefanya
—_—

At

A==,

Pernyataa

6. PO |KTP Almarhumah  |Untuk menjelaskan bahwa
6 Meike secara
Andriani. administrasi kependudukan

Almarhumah adalah agama
Islam dan membuktikan
bahwa Almarhumah pada saat
menikah dennan Penaaniinat

7. P.0 Surat Untuk menjelaskan bahwa
7 Keterangan benar saudari Almarhumah
Kemati Meike Andriani telah
an meninggal Dunia Pada
No ‘| tanggal
472 /302 /1019/Pem AL Nmmmvalne ANAA Nl AN
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Untuk Menjelaskan Bahwa
Panti Asuhan (BUDI MULIA)
tersebut tidak pernah
[imenerima  atau  dititipkan
|| seorang anak bernama
“anak dan tidak juga tidak
mengenal saudara Muh. Igbal.
sekaligus membantah tuduhan
Tergugat bahwa Penggugat

LR S "
DN pernah menitipkan anak
; “anak” pada Panti Asuhan
yang terletak di Banjar (Depan
Panti Mako Brimob)/telah

dilakukan kroscek secara

Penggugat membawa
anaknya ke

Kalimantan dengan tujuan
agar istrinya mau hidup
bersama dengan Penggugat,
tuduhan yang dituduhkan
kepada Penggugat hanya
dengan bukti sms haruslah
dibuktikan karena faktanya

_Lanak Penaauaat tidak pernah
9 P.0 Brosur Balai | Untuk menjelaskan bahwa

9 Rehabilitasi Balai

“BUDI Rehabilitasi Budi Luhur tidak
LUHUR" pernah menerima Penitipan
Alamat JI. Ahmad Yani| Anak karna memang bukan
Kelurahan Guntung | sebagai  Panti Asuhan. Akan
Payung. Kecamatan | tetapi sebagai Balai Pelayanan
Landasan Ulin Kota Banjar| Rehabilitasi Penyandang
Baru Kalimantan Selatan. | Disabilitas dan Mental khusus
Laki- | aki wvana herncia 18
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Untuk menjelaskan bahwa
tidak benar anak atas
namananak dititip di panti
asuhan banjar baru dan
sekaligus membantah
mengenai tuduhan Tergugat
bahwa keluarga Penggugat
tidak mampu merawat
anaknya Penggugat karena
faktanya dirawat langsung
oleh orang tua kandung,
Penggugat beserta keluarga
besar Alm. H. Muhammad
Anang Helmi dan Almh. Hj Siti

1 P.1 Surat Pernyataan Gnlfuk Iqmenjelaskan bahwa
1 1 oleh tidak benar
kaka kandung Anak dititip di panti asuhan
Penggugat atas nama Siti | banjar baru dan sekaligus
Salasiah membantah mengenai

tuduhan  Tergugat bahwa
keluarga Penggugat tidak
mampu merawat anaknya
Penggugat karena faktanya
dirawat langsung oleh orang

tua  kandung, Penggugat
heserta kellilarna hesar Alm H

12 P.1 Hasil  ScreenShot Untuk menjelaskan bahwa
2 atau diantara

tangkapan Layar Penggugat dengan almarhum
Hand phone Penggugat. masih terjalin  komunikasi
yang baik semasa hidup
almarhumah bahkan
sampai menjelang ajalnya.
Dan Almarhumah
menyampaikan Velicia
Zhefanva Albaniari  selalu
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Untuk membuktikan
bahwa

Penggugat sering mengirim
uang kepada Alm. (lstri
Penggugat) untuk memenuhi
kebutuhan hidup anak dan
istri  Penggugat selama
ditinggal  kerja diluar Kota.
Bahkan setelah istri
Penggugat Meninggal
Penggugat masih mengirim
uang untuk keperluan anak
“almr” kepada Tergugat.

14 P.1 Foto Penggugat Untuk membuktikan
. 4 Bersama bahwa antara

anak “Velicia Penggugat dan anaknya

Zhefanya “Velicia Zhefanya Albanjari”

Albanjari” memiliki kedekatan

emosional dan sering

bermain bersama layaknya
seorang ayah dan anaknya.
Serta menjelaskan bahwa
benar Penggugat sampai
dengan  almarhumah di
Makamkan Penggugat hadir
bersama anak Penggugat.

15 P.1 Disc / Kaset | Untuk membuktikan bahwa
5 berisi Alm. lIstri

Potongan  Video Istri| Penggugat dan anaknya
Penggugat  Alm. dan| “anak” menyebut kata “Papa”

anaknya “Velicia| dengan penuh suka cita

Zhefanya Albanjari” yang| menunjukan bahwa

menyebut nama Ayahnya| keduanya memilik hubungan

(Penggugat) dengan| yang harmonis layaknya

penuh suka cita. sebuah keluarga pada
umumnya.
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Untuk menjelaskan bahwa
pada bulan

april 2021 anak Penggugat
akan didaftarkan di sekolah
Pimpinan Cabang 2 TK
Aisyiyah Kota Baru Majelis
Pendidikan Dasar dan
Menengah Taman Kanak-
Kanak Aisyiyah  Bustanul
Athfal 3 Kecamatan Pulau
Laut Utara Kabupaten Kota
Baru Kalimantan Selatan.
Namun ketika Penggugat
ingin  membawa anaknya
pada  bulan april-mei
Tergugat menghalang-halangi
bahkan tidak memberikan
akses kepada Penggugat
untuk  bertemu  anaknya.

Sehinana hal ini
Bukti Tergugat , T.1 s.d. T.4
* Keterangan Saksi Penggugat
1) Bahwa Saksi Fakta | (satu), , memberikan keterangan

dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Februari
2022 sebagai berikut :

1. Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung dari saudara

Penggugat;

2. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya
pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Meike
Andriani di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam
berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara

Penggugat ;
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'-m'hatnya lewat media social

Penggugat mempunyai
anakpp bernama anak umur kurang

T
h ""da asil pernikahan dengan istrinya

kurang lebih selama 7-9 bulan lamanya ;6. Bahwa saksi
menerangkan selama Penggugat dan juga anaknya
berada di Kalimantan saudara saksi juga terlibat dalam
mengurus dan merawat anak bersama- sama dengan
adik perempuan saksi, ibu Penggugat, dan juga anak dari
saudara saksi yang bernama anak;

7. Bahwa saksi menerangkan selama anak berada di
Kalimantan dirawat dan diasuh dengan penuh kasih
sayang ;

8. Bahwa saksi menerangkan ketika Penggugat berada di
Kalimantan juga berusaha untuk bekerja untuk menafkahi
anaknya selama berada di Kalimantan ;

9. Bahwa saksi dengan tegas membantah tuduhan
bahwa anak pernah dititipkan oleh Penggugat di Panti
Asuhan selama berada di Kalimantan karna saksi sendiri
yang melihat dan turut serta menjaga dan merawat anak
Penggugat selama berada di Kalimantan ;

10. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat pulang
ke Palu untuk mengantar anak karena permintaan dari
istrinya almarhuma Meike Indriani yang ingin bertemu

dengan anaknya ;
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mengetahui  adanya
pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Meike
Andriani di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam
berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara
Penggugat ;

4., Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai
seorang anak perempuan bernama anak umur kurang
lebih 6 (enam) tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya
Almarhuma Meike Indriani ;

5. Bahwa saksi menerangkan anak yang bernama
anak pernah dibawah oleh Penggugat ke Kalimantan
tepatnya di Kota Banjarbaru kurang lebih selama 8
(delapan) bulan lamanya ;

6. Bahwa saksi menerangkan bertetangga dekat dengan
rumah orang tua Penggugat sehingga sangat
mengetahui kondisi dan keadaandi rumah orang tua
Penggugat termasuk ketika anak berada di Kalimantan;

7. Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dan juga
anaknya berada di Kalimantan saudara saksi juga sering
mengurus dan merawat anak bersama-sama dengan

saudara kandung Penggugat serta ibu Penggugat,
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ajakan terebut di tolak oleh almarhuma istri Penggugat ;

10. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat pulang
ke Palu untuk mengantar anak karena permintaan dari
istrinya almarhuma Meike Indriani yang ingin bertemu
dengan anaknya ;

3) Bahwa Saksi Fakta Il , memberikan keterangan sebagai
Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada
tanggal 3 Februari 2022 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saksi merupakan Keponakan langsung dari
Penggugat karna ibu dari saksi merupakan Kakak
Kandung dari saudara Penggugat ;

2. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya
pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Meike
Andriani di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam
berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara
Penggugat ;

3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai
seorang anak
perempuan bernama umur kurang lebih 6 (enam) tahun

dari hasil pernikahan dengan istrinya Almarhuma Meike ;
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ener selama Penggugat dan juga

berada di 3 ' tan saudara saksi juga terlibat
m me s#ﬂn derawat anak  bersama- sama
.

rPenggugat ;

6. Bahwa saksi menerangkan selama anak berada di
Kalimantan dirawat dan diasuh dengan penuh kasih
sayang ;

7. Bahwa saksi dengan tegas membantah tuduhan
bahwa anak pernah dititipkan oleh Penggugat di Panti
Asuhan selama berada di Kalimantan karna saksi sendiri
yang melihat dan turut serta menjaga dan merawat anak
Penggugat selama berada di Kalimantan ;

8. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat
pulang ke Palu untuk mengantar anak karena permintaan
dari istrinya almarhuma Meike Indriani yang ingin bertemu
dengan anaknya ;

4) Bahwa Saksi Fakta Tergugat (satu), i, memberikan
keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam
persidangan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan mengenal Tergugat karena
bertetangga dekat dengan Tergugat yang hanya berbatas

tembok atau pagar ;
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@glahui pernikahan Penggugat

ihgkan  mengetahui  antara
memiliki  seorang  anak
ddma atau biasa dipanggil anak ;

= erangkan Penggugat dan istrinya
perAali—tifgedal dirumah Tergugat dan memiliki hubungan

yang baik karena sering juga melihat Penggugat
berboncengan dengan Tergugat ;

Bahwa saksi menerangkan ketika anak Penggugat Lahir
saksi juga melihat Penggugat hadir merawat dan mengurus
anak dan istri Penggugat ;

Bahwa saksi menerangkan semenjak kelahiran anak yang
bernama Velicia antara Penggugat dan istrinya hidup dan
tinggal di rumah Tergugat ;

Bahwa saksi menerangkan pernah diberitahu oleh istri
Penggugat bahwa Penggugat membawah anak mereka ke
Kalimantan selama kurang lebih 6-7 bulan ;

Bahwa  saksi  menerangkan  mengetahui  bahwa
Penggugat sudah mengantar Pulang anak ke Palu
dan menyerahkannya kepada istri Penggugat ;10. Bahwa
saksi mengetahu istri dari Penggugat meninggal dunia pada
bulan Desember tahun 2020 di rumah sakit undata
karena sakit kanker payudara ;

Bahwa saksi menerangkan ketika istri Penggugat
meninggal saudara Penggugat juga datang dan hadir

pada saat pemakaman bahkan sempat tinggal dirumah

Tergugat selama beberapa minggu ;
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A [selama ini anak Penggugat

sengasuhaly Tergugat ;

Y nglan semenjak istri Penggugat
| . : .
nggligat masih sering berkunjung

nt

rumah Tergugat dengan didampingi Polisi sekitar
pertengahan tahun 2021 ;

16. Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat menolak
menyerahkan anak kepada Penggugat selaku ayah
kandungnya ;

17. Bahwa saksi menerangkan Tergugat bekerja
menjual makanan untuk biaya hidup sehari-hari

18. Bahwa saksi menerangkan anak bernama Velicia
memiliki keterbelakangan mental atau gangguan psikis
karena susah berinteraksi dengan siapa saja;

5) Bahwa Saksi Fakta Tergugat (dua), , memberikan
keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam
persidangan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hal- hal
sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat dan juga

Tergugat

2, Bahwa saksi menerangkan merupakan anak dari
Tergugat dan adik kandung dari Istri Penggugat ;

3. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya

pernikahan antara Penggugat dengan Meike pada tahun
2012 di Kota Pandeglan Banten secara Islam ;
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mengetahui antara
a merpiliki seorang anak perempuan
a@il )

enjak kelahiran anak yang
dan istrinya hidup dan

mengetahui  bahwa

mengantar anak
Velicia pulang ke Palu untuk bertemu ibunya setelah itu
Penggugat pergi lagi dengan alasan bekerja diluar kota /
morowali ;

11. Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat biasanya
mengirimkan

uang kepada istrinya selama bekerja di Morowali dengan cara
mentransfer uang dan biasanya juga dikirimkan melalui
rekening saudara saksi;

12. Bahwa saksi mengetahui istri dari Penggugat meninggal dunia
pada bulan Desember tahun 2020 di rumah sakit undata
karena sakit kanker payudara

13.Bahwa saksi menerangkan ketika istri Penggugat meninggal
saudara

Penggugat juga datang dari Morowali dan hadir pada saat
pemakaman bahkan sempat tinggal dirumah Tergugat selama
beberapa minggu ;

14. Bahwa saksi menerangkan selama ini anak
Penggugat berada dibawah pengasuhan Tergugat dan juga
saksi sendiri ;

15. Bahwa saksi menerangkan semenjak istri

Penggugat meninggal Dunia Penggugat masih sering
berkunjung dirumah Tergugat untuk melihat anak Penggugat
dan kadang ketika berada di Morowali Penggugat masih
mengirimkan uang untuk biaya keperluan anak Penggugat;

16. Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021
Penggugat datang ingin mengambil anak Velicia namun belum
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juga Tergugat belum pernah
er untuk menyembuhkan anak ;

dibdwah p8ngasuhan i
%il_ kan pemcir.' ap¥ke d
; i asak iT;mengfangkan setelah istri Penggugat
ma’fi_r::g aTEun' I,-f%{ /
ﬁ%&n juge tergugat membawah anak ke Ahli

20. saksi menerangkan anak bernama
Velicia memiliki keterbelakangan mental atau gangguan
psikis karena susah berinteraksi dengan siapa saja ;

21.Bahwa saksi menerangkan anak belum memiliki
akte

kelahiran, BPJS Kesehatan dan juga dokumen
kependudukan lainya karna masih sementara diurus oleh

Tergugat ;

22  saksi menerangkan anak Velicia biasa diajak ke
sekolah

minggu khusus agama nasrani oleh saksi dan
Tergugat ;

ANALISA FAKTA

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan

Penggugat

maupun Tergugat, maka telah TERBUKTI SECARA NYATA:

1. Bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah melakukan
kekerasan dalam rumah tangga dan tuduhan perselingkuhan tidak
dapat dibuktikan karena tidak ada seorang saksi dan bukti surat
Tergugat menjelaskan mengenai tuduhan tersebut lagi pula
Almarhumah Istri telah meninggal dunia serta tidak ada
hubungannya dengan Hak Asuh Anak, karena faktanya Penggugat
sangat bertanggungjawab terhadap istri Penggugat hingga akhir
hayatnya dan anaknya dapat dibuktikan dengan bukti transfer
oleh Penggugat sampai bulan Mei 2021, baik melalui rekening
korang, BRI Link dan secara langsung;

2. Bahwa mengenai tuduhan dan fithah yang diajukan Tergugat
sebagaimana bukti T.3 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena
yang memiliki kewenangan membuktikan apakah itu benar atau tidak
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Untu % &a.hw tifsujidn (BUDI MULIA) tersebut tida
ifip eorang anak bernama “Velici

pernah neﬂﬁ{%" f’j
Zhefanya A jari™ ja tidak mengenal saudara Muh.

Qanj
Igbal. seka...,m 3 . _uhan Tergugat ba.hvx.la Penggug t
pernah menitipkan —ana “Vellla Zhefanya Albanjari” pada Panti
Asuhan yang terletak di Banjar| (Depan Panti Mako Brimob)itela
dilakukan kroscek secara langsung.,

'1-1;

ad
S8
i

elurahan Guntung Payung.
ota Banjar Baru Kalimantan

Bahwa pada tahun tersebut Penggugat membawa anaknya ke
Kalimantan dengan tujuan agar istrinya mau hidup bersama dengan
Penggugat, tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat hanya
dengan bukti sms haruslah dibuktikan karena

faktanya anak Penggugat
tidak
pernah dititip di Panti
Asuhan sebagaimana tuduhan
Tergugat.
P.09 Brosur Balai | Untuk menjelaskan bahwa
Rehabilitasi Balai
“BUD1 Rehabilitasi Budi Luhur tidak
LUHUR” pernah menerima Penitipan
Alamat JI. Ahmad Yani| Anak karna memang bukan
Kelurahan Guntung | sebagai Panti Asuhan. Akan
Payung. Kecamatan | tetapi sebagai Balai Pelayanan
Landasan  Ulin  Kota| Rehabilitasi Penyandang
Banjar Baru Kalimantan| pisabilitas dan Mental khusus
Selatan. Laki-Laki yang berusia 15
Tahun s/d 59 Tahun
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Untuk menjelaskan bahwa
tidak

benar anak atas naman Velicia
Zhefanya Albanjari dititip di
panti asuhan banjar baru
dan sekaligus membantah
mengenai tuduhan Tergugat
bahwa keluarga Penggugat
tidak mampu merawat
anaknya Penggugat karena
faktanya dirawat langsung
oleh orang tua kandung,
Penggugat beserta keluarga
besar Alm. H. Muhammad
Anana Helmi dan Almh. Hi Siti

P.11 Surat Pernyataan oleh Untuk menjelaskan bahwa
kaka tidak
kandung Penggugat benar anak atas naman Velicia
atas nama Siti Salasiah Zhefanya Albanjari dititip di

panti asuhan banjar baru
dan sekaligus membantah
mengenai tuduhan Tergugat
bahwa keluarga Penggugat
tidak mampu merawat
anaknya Penggugat karena
faktanya dirawat langsung
oleh orang tua kandung,

3. Bahwa mengenai bukti T.1, T.2 dan T.4 patut untuk
dikesampingkan sebab Penggugat tidak pernah dilibatkan baik itu
Hasil Pemeriksaan Psikologis anak, laporan catatan kasus
pendampingan oleh Peksos Dinas Sosial Kota Palu dan foto
dokumentasi pertemuan yang dilakukan oleh OPD bertempat di
dinas sosial Palu, semua alat bukti tersebut subjektif kepada
Tergugat, seharusnya dinas terkait harus lebih objektif menilai
dengan melibatkan Penggugat selaku ayah kandung anak yang
bernama anak;

4. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat tidak

memberikan jaminan kesehatan kepada anak Penggugat dapat
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lebih ironisnya

Adapun jika Tergugat mengatakan anak telah disekolakan di TK
Eklesia di jalan Tamrin Kota Palu maka yang menjadi
pertanyaan syarat administrasi untuk masuk sekolah Tergugat
peroleh dari siapa? Karena terungkap dalam fakta persidangan
disampaikan oleh FRENLIE PALIT sementara dilakukan
pengurusan berkas namun disisi lain seluruh berkas Akte Kelahiran
dan Kartu Keluarga secara administrasi telah diurus oleh Penggugat.

5. Bahwa selain itu, mengenai kepentingan terbaik bagi anak
Penggugat sebagai ayah kandung mampu merawat,
menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya
dan kemampuan, bakat, serta minatnya dan mampu memberikan
jaminan kesehatan, pendidikan (Bukti P.16), kepedulian serta
ekonomi kepada anak Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dan keluarga besar Penggugat siap
merawat, mendidik dan menyekolahkan anak atas nama Velicia
Zhefanya Albanjari dapat dibuktikan dengan kehadiran keluarga
besar dari Kalimantan Selatan hadir di Kota Palu dan kaka
kandung Penggugat atas nama saksitelah mendaftarkan di
sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pulau Laut

Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.
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Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk

memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kesimpulan Tergugat sebagai berikut:
1. Bahwa dari bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat
atau Tergugat Intervensi secara subtansi tidak dapat menjawab urgensi
kepentingan terbaik anak.
2. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak terutama untuk tumbuh
dan berkembang adalah titik yang tidak dapat diabaikan, karena jika
tidak hati-hati, maka dampaknya akan sangat signifikan.
3. Bahwa dari ke 4 orang saksi yang diajukan ke persidangan oleh
Penggugat/Tergugat Intervensi justru menguatkan bahwa situasi
Penggugat sangat rawan jika diberi kepercayaan untuk mengasuh
anak. Pertama karena orang tua Penggugat yang awalnya merawat
anak telah meninggal dunia, Kedua, keluarga yang lain juga memiliki
kesibukan dan tidak memiliki kedekatan apalagi kelekatan sama
sekali dengan anak aquo, terlebih ke 4 orang saksi (1 saksi belum
berumur 18 tahun), bahkan tidak perna mencari tau apalagi menelpon
Tergugat untuk sekedar menanyakan kabar atau keadaan anak aquo.
4. Bahwa dari kesaksian yang diajukan oleh Tergugat, benar
Penggugat mengirimkan biaya untuk Tergugat, namun itu telah tidak

dilakukan selama kurang lebih 10 bulan terakhir.
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B di panti asuhan itu adalah kata-
ana alat bukti T3, percakapan

Im Istri, dan tidak dikarang-

dari perspektif perlindungan dan

mandate  Undang-undang

Apabila Majelis im==yarig=memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi
menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok
perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai surat kuasa khusus dari Penggugat kepada penerima kuasa
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada
Idris Mamanto, S.H, M.H, Mohamad Safrin SH, M.H dan Takbir S.H,
masing-masing adalah Advokad, beralamat di Jalan Malonda Nomor 1098
C1 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Propinsi

Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20
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register Nomor 260/C-

2018, untuk penerima kuasa oleh karena itu surat kuasa tersebut telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 32 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima kuasa berhak untuk
mendampingi dan atau mewakili Pemberi kuasa (Penggugat) di dalam
persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada
Dewi Rana Amir SH, M.Si, Advokat/Pengacara yang berkantor pada OBH
LiBu Perempuan, yang beralamat di Komplek Villa Bukit Mutiara Nomor 8
F, Jalan Dirgantara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatana,
Kota Palu. dengan register Surat Kuasa Nomor 14/C-1/2021, 2022
tertanggal 12 Januari 2022.

Menimbang bahwa Surat Kuasa Tergugat tersebut dilampiri
dengan Fotokopi Berita Acara Sumpah tertanggal 25 Maret 2014 dan
Kartu Tanda Pengenal berlaku hingga 31 desember 2024, yang telah
dicocokkan dengan aslinya untuk penerima kuasa oleh karena itu surat
kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 32 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima
kuasa berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemberi kuasa
(Tergugat) di dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah sengketa

hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)

Hal. 64 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64



¥
untuk ‘#/ﬁ( ngadilinya;
, AR ME el f'telah berusaha secara sungguh-

sungguh nﬁﬁi‘%:'%du pelah pihak berperkara agar

menyelesaikan pefmasalaltai-mMereka mengenai hak asuh anak secara
damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga hal ini telah
memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim
maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154
ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perobahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini
dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa sekitar bulan April 2021,
sebelum Penggugat ke Morowali, karena ada pekerjaan Penggugat
sebagai Direktur Operasional PT. Airlangga Jaya Sejahtera, alamat Kota

Kendari, Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Tergugat ”
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lya Ke kalimantan bertemu
beserta keluarga besar
dan mengawal tumbuh

ilai-nilai kebaikan secara

' kan bertemu atau bepergian

dnya sekedar melepaskan kerinduan

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah secara hukum
lebih dekat dibandingkan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut
Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian
gugatan Penggugat dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dakui secara murni adalah;
- Bahwa Pengguat dan almarhumah Mieke, menikah pada tanggal 21
September 2021, sesuai kutipan Aktah Nikah Nomor di Kabupaten
Pandeglang;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak, lahir 10 Maret
2015 di kota Palu;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut dipelihara oleh Tergugat dan
almarhum Mieke bertempat tinggal di Kota Palu.
- Bahwa sejak almarhumah Mieke meninggal dunia, anak dipelihara
oleh Tergugat di Kota Palu.
- Bahwa setelah meninggal Mieke, Penggugat pergi bekerja ke
Sulawesi Tengga (Kota Kendari) di PT. Airlangga Jaya Sejahtera dan anak
tersebut dipelihara oleh Tergugat.
Menimbang, bahwa pada dalil gugatan poin 1, 2, 3, 4, telah diakui
sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg Juncto Pasal 1925 KUHPerdata

bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap
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dimana pada tahun 2016, terbukti keluarga dari Penggugat tidak dapat
mengurus anak sampai dititip pada panti asuhan di Banjar Baru.

Menimbang bahwa Penggugat dalam replik pada pokoknya
menyatakan bahwa justru terbukti Penggugat dan keluarga besar
Penggugat mampu mengurus anak karena selama di Kalimantan anak
sehat-sehat saja, hingga Penggugat bawa kembali ke Palu, dan tidak
pernah dititipkan di panti asuhan.

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban
semula bahwa anak ditipkan di panti asuhan sehingga keluarga Tergugat
trauma dan menahan untuk tidak memberikan anak Velicia kepada
Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa ia
hendak mengasuh anak kandung sendiri karena khawatir perkembangan
fisik maupun pendidikannya, jika diasuh oleh Tergugat karena Penggugat
harus bertanggung jawab selaku ayah kandung.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa
seandainya Penggugat sebagai ayah kandung yang baik, sejak awal
terlihat oleh Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab dan
memiliki niat tulus untuk merawat anak maka tanpa dimintapun, dengan
senang hati dan sangat bahagia Tergugat akan menyerahkan

pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat
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diP rhatik r i ai disepelekan. Dari catatan
a\k%\n PenggL ergugat berpendapat bahwa

BdvgKkaA suara anak itu sendiri, karena

mengambil anaknya.

Menimbang bahwa Penggugat pada dalil, dan dalam replik pada
pokoknya menyatakan Penggugat sebagai ayah, mempunyai kekuasan
sebagai orang tua, mengasuh mendidik, memelihara melindungi, dan
menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya, dan
kemampuan bakat serta minatnya, (pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Perlindungan Anak), yang berhak mengasuh anak adalah Penggugat
karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia dan masalah Penggugat
tidak memberikan nafkah kepada anak selama 10 bulan, itu adalah benatr,
karena Penggugat kecewa, dimana Tergugat tidak mau memberikan anak
tersebut kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam duplik pada pokoknya tetap
pada jawaban semula dan selanjutnya untuk persoalan hak asuh ini
sudah melalui proses mediasi dua kali, di Pusat Kesejahteraan Sosian
Anak Integratif atau PKSAI Kota Palu dengan menghadirkan semua
organisasi perangkat daerah (OPD),namun tidaak ada titik temu bahkan
sampai PEKSOS memberikan rekomendasi untuk kepentingan anak .

Menimbang bahwa sengketa hak asuh anak ini dipermasalahkan
setelah Mieke meninggal dunia, meskipun sebelumnya Mieke sebagai
istri Penggugat sejak kembali dari Banten setelah menikah disana, isteri,

tinggal bersama dengan orangtua (Tergugat) sampai hamil dan
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gigugat tanpa  Penggugat

aling dominan merawat dan mengasuh
anak tersebut mengingat Penggugat bekerja di Morowali

sehingga hnya sesekali datang menjenguk anak .

2. Apakah Penggugat tidak melalaikan tanggungjawab sebagai

ayah untuk memberikan nafkah, dalam pengasuhan anak

bernama, sejak ibu anak tersebut meninggal dunia pada bulan

Desember 2020 hingga sekarang.

Untuk itu, maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana
diatur dalam Pasal 283 R.Bg, Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, kedua belah
pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti secara
berimbang;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti baik surat dan
saksi yang akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan  P1, yang merupakan
Buku Nikah Nomor , An. Penggugat dan almarhumah, yang diterbitkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kota Pandeglang, Propinsi
Banten, memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berwenang untuk itu,
dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dibuat oleh pejabat yang
berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan
ketertiban umum, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Miake
adalah pasangan suami istri, menikah secara islam, maka sesuai dengan

Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil,
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)} pasangan suami istri yang sah

jukan P2 Kartu Keluarga An.
n keluarga, , beralamat di Jl.
‘ nduonohu, Kec. Poasia, Kota
3 di uarkan oleh PLT, Kepala Dinas
i / bupaten/Kota Kendari Sulawesi

pel, oleh yang berwenang, telah

Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dibuat oleh
pejabat yang berwenang untuk itu, serta isinya tidak bertentangan dengan
hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285
R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
kepala keluarga terhadap anak tersebut sebagai ayah kandung namun
secara fakta bahwa anak tersebut tidak ikut bersama dalam pengasuhan
Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P3, Surat Keterangan
Kelahiran Nomor 4398/RMSC/RSIA/-NP/III/2015, tanggal 10 Maret 2015,
dikeluarkan oleh Direktur RSU Nasana Putra, masing-masing telah
dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, ditandatangani oleh
pejabat tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg
Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat mempunyai seorang anak bernama.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P4, Akte Kelahiran Anak
An. anak, lahir tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan pada tanggal 25 Mei

tahun 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos,
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Meni va=PERggugat mengajukan P5, Surat Pernyataan
Muhammad Igbal, yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam
Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang benar adalah Velicia Zhefanya
Albanjari, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dan
surat tersebut merupakan pernyataan sepihak, tidak ada relevansinya
dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P6, Kartu Tanda
Penduduk . Almarhum Mieke beralamatkan Banten, menerangkan bahwa
Mieke beragama islam pada saat menikah dengan Penggugat menunjukkan
bahwa Penggugat menikah secara muslim dengan perempuan Mieke.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P7 Surat Keterangan
Kematian Mieke, Andriani meninggal karena sakit, pada tanggal 16
Desember 2020, dalam keadaan beragama Kristen dikeluarkan oleh
Lurah Birobuli Utara, tanggal 17 Desember 2020, telah dicocokkan
aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, serta isinya tidak bertentangan
dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai
Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti
Mieke telah meninggal dunia .

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P8, Surat Pernyataan
Panti Social Asuhan anak (PSAA) Budi Mulya, menerangkan, tidak
pernah dititip pada panti asuhan di tahun 2016, dikeluarkan kepala Panti
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n, telah dicocokkan aslinya,

kan bahwa anak Velicia tidak

relevan dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P10, Pernyataan Kasniah
Spd,(bertulis tangan), bahwa dirawat langsung oleh ibu kami, dan adek kami
Penggugat selama di Kalimantan Selatan, tertanggal 15 Januari 2022, telah
dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (bahwa anak Velicia tidak
pernah dititipkan di panti asuhan) yang merupakan akta sepihak yang tidak
mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena itu harus
dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P11, Pernyataan Siti
Salasiah (bertulis tangan), bahwa anak dirawat langsung oleh ibu kami
almarhumah, dan adek kami Muhammad Igbal selama di KALSEL, tertanggal
15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos,
(bahwa anak Velicia tidak pernah dititipkan di panti asuhan), merupakan
akta sepihak yang tidak mempunyai pembuktian yang sempurna dan
mengikat karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P12, Chating tentang
pengiriman uang kepada istri dan anak Cia tanggal 30 Juli 2020, yang
terkirim Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), telah dicocokkan aslinya,
bermeterai cukup, bercap pos, Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan
materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat

mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan
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BfAgustus 2017, tahun 2018, dan
gat kepada istri, yang tidak

memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa bukti tersebut sebagaimana pada P13 di atas
adalah periode Agustus 2017, tahun 2018, dan 2019 tentang transferan uang
Penggugat kepada istri, dimana pada saat itu belum terjadi sengketa hak
asuh anak pada saat istri masih hidup, sehingga bukti tersebut tidak
mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P14, Foto Penggugat
bersama anak , telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos,
dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud
dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus
dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti
di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen
elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat
dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, oleh karena itu alat
bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga harus
dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P15, kaset berisi
potongan video Penggugat dan anaknya, yang mengucapkan selamat
ulang tahun papa saat masih hidup istri, telah dicocokkan aslinya,
bermeterai cukup, bercap pos, dan untuk menjamin terpenuhinya

persyaratan materil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang
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TK Aisiyah, el IREHAOR
untuk anw 26<April 2021, telah dicocokkan aslinya,
bermeterai cukup;
karena pada saat itu formulir tersebut masih merupakan blangko yang isinya
belum memuat perikatan kedua belah pihak, karena itu bukti tersebut di
kesampingkan.

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan 3
(tiga) orang saksi, telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai
ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang
dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan
Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai
dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di
muka persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi pertama yang
menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa
anak Penggugat dipelihara oleh Tergugat setelah isterinya meninggal dunia
dan Penggugat memberikaan belanja kepada anaknya namun tidak
mengetahui kapan diberikan dan berapa nominalnya karena hanya
pemberitahuan Penggugat kepada saksi sehingga kesaksian tersebut
bersipat testimony de auditu;

Menimbang Penggugat mengajukan saksi kedua, menerangkan
dibawah sumpahnya, bahwa anak Penggugat dipelihara oleh

mertua/Tergugat, sejak meninggal Mieke (isteri Penggugat), dan Penggugat
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, namun tidak diketahui kapan
anya p?m peritahuan dari Penggugat saja,
stimony de auditu.

an saksi ketiga, menerangkan
dipelihara oleh mertua/

dan Penggugat sering

perkara perdata menurut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, sehingga kesaksian tersebut dapat dikesampingkan.
Menimbang bahwa dari keterangan saksi ke empat, menerangkan
dibawa sumpahnya bahwa anak Penggugat dipelihara oleh mertua
(Tergugat) sejak meninggal Mieke (isteri Penggugat), dan Penggugat sering
memberikan biaya kepada anaknya yang diketahuinya berdasarkan
Penggugat, sebab Penggugat sering datang di rumah saksi jika berada di
Palu, sehingga kesaksian saksi tersebut hanya bersipat testimony de auditu.;
Menimbang bahwa ke tiga orang saksi tersebut, tidak mengetahui
adanya nafkah yang diberikan secara rutin kepada anak Velicia Zhefanya
selama Mieke meninggal, serta bukti surat berupa P12 dan P13, tidak
mendukung dalil gugatan Penggugat sebagai ayah yang peduli dan
bertanggung jawab terhadap nafkah anak dalam pemeliharaan Tergugat.
Menimbang bahwa untuk majelis hakim telah menghadirkan anak
Penggugat, menghadirkar Tergugat dan Penggugat di muka sidang untuk
mengetahui sejauh mana kedekatan dan kelekatan anak Penggugat kepada
Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat diberikan kesempatan menyapa
anak sebanyak tiga kali, dan anak Velicia, meronta-ronta tidak mau

berinteraksi dengan Penggugat.
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ng Republik Indonesia

mberikan kesempatan kepada

anak tersebut hanya mau ikut
ijukan bukti surat yang akan

Me mbarfty bahwq\ buk T1 otokopi Hasil Pemeriksaan
k mw mpilan yang sangat rendah dalam
itar Dt terutama pada prilaku
tihkan dengan baik kepadanya,.
emosi dan impulsifitas serta
kemungkinan adanya retardasi mental. Kemampuannya itu muncul
karena lemahnya ingatan dan proses menerima informasi di otak.
Akibatnya anak tersebut hanya mampu berperilaku terhadap sesuatu
yang sudah dilatihkan berkali-kali kepadanya. Selain itu tampak
bahwa anak permasalahan gangguan emosional yang menyebabkan ia
dapat berperilaku impulsive dan tidak memiliki motivasi yang kuat, yang
dikeluarkan oleh Psikolog Klinis, ditandatangani dan bercap stempel oleh
Psikolog Klinis, | Putu Ardika Yana M. Psi. bertanggal 31 Juli 2020,
bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg
Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti anak Velicia
shefanya memiliki retardasi mental, yang tidak mampu berinteraksi
terhadap hal-hal baru bagi dirinya.
Menimbang bahwa T2, Case Record, Satuan Bhakti Pekerja
Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI, Pelaksana Nama Sakti
Peksos Triyanan sari SST, NIP 42.01.72.0553 Tempat penugasan Dinas
Sosial, Kabupaten palu, Prop Sulawesi tengah, Case Record a. Velicia
Sefanya, yang memuat latar belakang orang tua Klien, Latar belakang

anak, kondisi emosional klien anak, dan diagnose Pekerja Sosial baik
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lu sehingga hanya sesekali
gga anak tinggal bersama
dengan sudah terbangun

qukan Home Visit, klien tidak

ditandatangani Saki=Rekses=bertanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup,
bercap Pos, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan,
agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim
menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan
oleh karenanya harus dinyatakan terbukti anak, memiliki memiliki
kelekatan dengan Tergugat yang terbangun sejak kecil hingga ibu
anak tersebut meninggal dunia, dikarenakan Penggugat bekerja di luar
Kota Palu sehingga sesekali waktu datang mengunjungi anak
mengakibatkan anak Velicia merasa asing pada Penggugat.

Menimbang bahwa T3, merupakan Fotokopi 1 bundel transkip
verbatim SMS, tertanggal 6 Mei 2016, bermeterai cukup, bercap Pos ,
serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan
ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai,
alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan untuk
menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan
digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan
supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di
persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen
elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat
dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, tanpa melalui digital
forensic, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan

materiil sehingga harus dikesampingkan;
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d nganw Fpigital forensic, maka suatu dokumen
elektronik -».u..n‘ gh sebagai alat bukti karena tidak dapat
dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, tanpa melalui digital
forensic, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan
materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengacu semua yang terkait dokumen
elektronik  terkait kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian
yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus ada alat
penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat
dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya,
yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut
ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam
bentuk original atau hasil cetaknya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE
yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam UU ITE. Syarat materil tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan
Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik
harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya.
Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud
dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus
dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti
di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen

elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat
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gugatan, jawab menjawab,
anak di hadirkan dalam

di muka sidang sebagai

bernama an ¢

- Bahwa sejak istri dan Penggugat kembali ke kota Palu tinggal
bersama Tergugat.

- Bahwa anak lahir di Kota Palu dan sejak lahir anak sudah tinggal
bersama Tergugat dan Mieke.

- Bahwa semasa istri masih hidup Penggugat sering datang
mengunjungi Mieke dan anaknya di rumah Tergugat.

- Bahwa istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 15
Desember 2020, di kota Palu karena sakit.

- Bahwa selama istri meninggal dunia, anak Penggugat dipelihara
oleh Tergugat hingga sekarang.

- Bahwa ketika Mieke meninggal Penggugat datang melayat dan
tinggal beberapa hari lalu kembali bekerja di Morowali, tanpa
membawa anaknya.

- Bahwa Penggugat pernah datang kepada Tergugat hendak
mengambil anak untuk dibawa ke Kalimantan pada bulan April 2021
dan Mei 2021, karena keluargaa besar Penggugat telah bersepakat
untuk merawat dan menumbuh kembangkan anak namun
dihalangi/tidak diizinkan Tergugat.

- Bahwa Penggugat terakhir memberikan nafkah kepada anaknya

pada awal April 2021.
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ng Republik Indonesia

adap lingkungan yang baru

wa IPeme

'_ s
ak\éfgliha

gat sejak kecil sampai ibu dari anak

g cenderung memilih ikut kepada

- Bahwa anak dalam ruangan sidang tidak mau ikut kepada

Tergugat.

Penggugat, bahkan disapapun anak tersebut lari menghindar.
Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya merupakan suatu
tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum
mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya
sendiri. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si
ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu
dengan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan,
sebagaimana yang dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan
bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk di
dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik
bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama;
Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak telah
diatur secara berurutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, hal ini untuk

memberikan kepastian secara kelaziman bahwa urutan itu untuk menjamin
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) dan perebutan hak asuh yang
j apa bila ketentuan dimaksud
) psikis maka urutan hak asuh
ni ditetapkan untuk menjamin
n secara urutan yang menjadi
ewanitaan lebih sesuai untuk

!Ejik anilg_ a kesabaran dalam menghadapi

|a‘ﬁ5§\ i g seorang laki-laki. Hak asuh anak
: aﬁ 5 : algi nenek, kemudian ibu dari ayah dan
seterusnya --m-ﬂ:: setelah itu boleh beralih kepada saudara
perempuan anak itu, saudara saudara ibu yang wanita dan seterusnya. Hal
itu sejalan dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
pemeliharan dan Pengasuhan oleh nenek (tergugat), adalah berdasar dan
dibenarkan aturan perundang-undangan.

Menimbangnya bahwa selanjutnya persyaratan untuk hadhanah
yakni untuk Hadhinah (orang yang memelihara) harus beragama Islam,
baligh, berakal, amanah, penuh tanggung jawab, mampu memenuhi
segala kebutuhan anak dengan baik, dan memiliki kecakapan dalam
mengatur harta. Syarat khusus hadhinah yakni tidak memiliki suami yang
tidak ada hubungan mahram dengan anak. Karena dikhawatirkan
hadhinah akan sibuk mengurusi hak-hak suaminya dan meninggalkan
hak yang harus ia penuhi terhadap anak dalam pengasuhannya. Dari
syarat tersebut hanya syarat agama yang tidak dipenuhi oleh Tergugat,
namun demi kepentingan dan tumbuh kembang anak bernama Velicia
Shefanya, yang masih belum mumayyiz sebagaimana fakta yang
terungkap dalam persidangan, maka aspek daruriyyah (kebutuhan
primer) lebih diutamakan bagi anak yang belum mumayyiz demi untuk
menjaga anak tersebut agar tetap sehat baik perkembangannya secara
fisik (hifz al-nafs) maupun perkembangannya secara akal (hifz al-‘aql),

sedangkan menjaga akidah anak (hifz al-din) pada fase tersebut berada
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glahatan-kemaslahatan yang
N menjaga agama seorang

g belum mumayyiz tersebut

tersebut mengalami keterbelakangan mental yang manakala harus
dipaksakan anak tersebut ikut bersama Penggugat hanya karena
pertimbangan agamanya, maka keterbelakangan mental anak bisa lebih
parah dan menimbulkan peluang cacat mental pada anak.

Menimbang pula bahwa terbukti Penggugat telah melalaikan
tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya selama sepuluh
(10) bulan lamanya sampai pada proses persidangan berlangsung, yang
sejogyanya tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan sandang
pangan kepada anak kandung sendiri hanya karena terdapat perselisihan
antara Penggugat dan mertua (Tergugat), sebab secara kemanusiaan
seorang anak atau manusia tidak dapat hidup tanpa pemenuhan sandang
pangan selama 10 bulan lamanya, olehnya itu Penggugat dianggap
melalaikan tanggung jawabnya sebagai ayah, tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama anak
telah ditetapkan ada pada Tergugat sebagai neneknya ibu dari ibu anak
tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah pun memiliki andil dan
peranan yang besar dalam menghasilkan/mendapatkan keturunan,
sehingga dengan demikian apabila hak hadhanah yang ada pada
Tergugat, tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu maka prinsip
keadilan sebagai suatu penghargaan individu kususnya kepada

Penggugat selaku ayah, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh
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dhun 2005, him. 159) tidak
5 Hakim berpendapat perlu
jugat tersebut sampai anak
lan ketika sudah mumayyiz
imgpunyai hak memilih apakah
a / eneknya (Tergugat) ataukah

Agn Penggugat selaku ayahnya;

secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri
sengketa perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputus di
pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi
korban akan merugikan kepentingan anak dan masa depan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada
salah satu dari orang tuanya yang masih hidup, tidak berarti memutus ikatan
silaturrahmi si anak kepada orang tuanya yang lain (si ayah), karena setiap
anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya,
baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak
tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak
tetap diberikan hak untuk mengunjungi, dan meluangkan rasa kasih
sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak
mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana
layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan
oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan
kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i

berupa hadits riwayat dari Abu Daud yang berbunyi;
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-

HulwaaniTelah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq dan Abu
‘Aashim dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari
Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan
budak penduduk Madinahyang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku
sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita
Persia yang membawa anaknya-keduanya mengklaim lebih berhak
terhadap anak tersebut, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita
tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: “Wahai Abu Hurairah,
suamiku ingin pergi membawa anakku”. Kemudian Abu Hurairah berkata
kepadanya menggunakan bahasa asing: “Undilah anak tersebut”.
Kemudian suaminya datang dan berkata: “Siapakah yang menyelisihiku
mengenai anakku?”. Kemudian Abu Hurairah berkata: “Ya Allah, aku tidak
mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita
datang kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam sementara aku
duduk di sisinya, kemudian ia berkata: ‘Wahai Rasulullah shallallaahu
‘alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa
anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu
'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian Rasulullah

shallallaahu ‘'alaihi wa sallam bersabda: Undilah anak tersebut!.
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yang akan menyelisihiku
dllallaahu ‘alaihi wa sallam
bumu, gandenglah tangan
ehendaki!’. Kemudian anak

wanita tersebut pergi
’.( R.AD®Dawu

%bahwa b ; hadits tersebut, maka
3 dngan dari anak Penggugat dan
e .

Tergugat (adik almarhumah), sementara adik almarhumah masih satu
rumah dengan Tergugat yang sering mendampingi anak velicia ke
sekolah.

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuhnya diberikan kepada
Tergugat namun biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak
menjadi tanggungan ayah. Hal ini senada dengan Pasal 41 b UU No.
1/1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab
atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak
hadhanah anak hasil perkawinan Penggugat dengan almarhumah adalah
kepada Tergugat sampai anak tersebut Mumayyiz (anak berusia 12
tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk
dapat bertemu serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana anak
dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada asas keadilan dan
kemanfaatan serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak
sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan
Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak

dinyatakan ditolak sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;
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Penggugat ditolak maka

dipertimbang dan harus

tahun.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa
gugatan pengguga adalah kabur sebab tidak diajukan bersama dengan
jawaban, denga tidak mencantumkan nilai nominal.

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi memberikan jawaban pada
pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi tetap akan bertanggung jawab sebagai
ayah dari anak tersebut, dan maka Tergugat memohon agar menolak
gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan
semula bahwa anak tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi mohon kiranya memberikan biaya pemeliharaan anak setiap
bulannya sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam duplik
rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalilnya semula dan memohon untuk
mengabulkan gugatan rekonvensi.

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban dan
dupliknya, dan menyatakan dimana gugatan tidak diajukan bersamaan
dengan jawaban dan tidak dilengkapi dengan nominal permintaan dalam
gugatan, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan

Tergugat, tentang gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dimana
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ampgan et’\"a jawaban dan dilengkapi dengan
k mengajukan alat bukti yang
S

Benggugat, sehingga gugatan

perkara ini termasuk bidang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
Dalam Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga

puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Sya’ban 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., berpendapat:

Bahwa hakim anggota |, tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan

Hakim Anggota Il, dengan pertimbangan sebagai berikut:
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fua wajib memelihara dan
berlaku sampai anak itu
ana berlaku terus meskipun

gal 45 ayat 1 dan 2 Undang-

bahve kuasallasu ah kekuasaan orang tua untuk
%@dlk%ﬁ embina, melindungi  dan
gan agama yang dianutnya dan

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996. Yang mengandung abstraksi hukum
bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak
seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang
belum mumayyiz;

Menimbang bahwa ibunya terbukti telah murtad dan memeluk
agama selain agama Islam sebelum meninggal dunia, maka gugurlah hak
Ibunya untuk memelihara anak tersebut apalagi neneknya yang selama
ini memelihara anak tersebut setelah lbunya meninggal dunia, yang
memeluk agama selain agama Islam sejak lahir;

Menimbang bahwa Penggugat tidak terbukti melepas
tanggungjawabnya kepada anaknya, meskipun pernah terputus nafkah
kepada anaknya karena Penggugat pernah datang untuk menemui
anaknya namun neneknya tidak mau mempertemukan Penggugat
dengan anaknya sehingga Penggugat merasa sedih;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti
menelantarkan anaknya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.
dan Dra. Narniati, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI.,
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Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya, M.H

Dra. Narniati, SH, M.H.

Perincian biaya :
- Pendaft/PNBP
ATK Perkara
Panggilan
Redaksi

Meterai

Jumlah

Disclaimer

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidgqi, S.HI., M.H.

:Rp 50.000,00
:Rp 75.000,00
:Rp 90.000,00
:Rp 10.000,00
:Rp 10.000,00
:Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
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